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Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pasal 2
i

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang
Hak Lipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya,
yanq timhul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal /2

1%

Barany siapa dengan sengdja dan lenpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing pzaling
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah), atau pidana penjara peling lama / {tujuh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.00000 (lima miliar
rupiahy).

Barang =siapa dengan sengajg menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang
hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 {(lima ratus
Juta rupiahy.




TaROS

5)Q Il 0gas

Fikik
DARURAT

Pegangan Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafiah

DR. MUHAMMAD ABUL FATAH AL-BAYANUNI
Pakar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih



FIKIH DARURAT

Pegangan limiah Menjawab Persoalan Khilafiah

Oleh: DR. Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni
Copyright © 2018 by Turos Pustaka

Diterjemahkan dari buku:
Fighu adh-Dharurah: Ma‘alimuhu wa Dhawabithuhu
Penerbit Daru Igra’, Kuwait 2011

Hak cipta dilindungi ofeh undang-undang
Dilarang mengutip otou memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerjemah . Abdul Majid, Lc.
Editor : Asmara Edo Kusuma &
Erik Erfinanto
Pemindai Aksara : Ratih R. & Nurul Huda
Desain Kover : Kholishotul Hidayah
Penata Letak : Faiz Yusqi Ahlian

204 hal; 11,5x 17,5 cm
ISBN: 978-602-1583-51-7

Cetakan |, Februari 2018

TUROS

Khazanah Pustaka Islam
JI. Moch. Kahfi Il Gg. Damai No. 119
Area Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Phone +6221 291 27123 | Mobile +62 85100573324

www.turospustaka.com

ﬁ@tums_ pustaka Turcra Pustaka D @turospustaka




DAFTAR ISI

Kata Pengantar—7
Pendahuluan—27

A. Istilah-istilah Penling vyang Berkailan

dengan Fikih Darurat—29
B. Definisi Fikih Darurat dan Korelasinya
dengan Istilah Fikih Lainnya—51

Bab 1 Pijakan Dasar Fikih Darurat dan Dalil
Landasan Legalitasnya—61

Bab 2 Contoh Terapan Fikih Darurat pada
Zaman Dahulu—=85

Bab 3 Contoh Terapan Fikih Darurat pada
Zaman Sekarang—121

Bab 4 Fikih Darurat antara Pro dan
Kontra—143

Bab 5 Rambu-rambu dan Aturan Fikih
Darurat—151

Penutup—169
Daftar Pustaka—195



Kitab Rujukan Penerjemahan
Buku Fikih Darurat

o 93 dadall
AT uBVETY

o & . -
HJ'JI.;&JJIJ——-I'JII
Hﬂﬂ'lgqﬂl_}m"r’pHﬁg.,p-rl.'llla,u-,’lpimﬂ.ﬂ'i
AVOVATYY - JLaa - FTiaare- « yusli- TT100F8: - TT80FE: « iila

07 ) iy o ATl S yhnsm = Rl gkl o8 yhall oyl plal = e by ¢« 3l AN
(T} :H('I'I.ﬂ.};_ll._
T e VATTYUY ) Jpaias < b ¥ ¥ FYTL1AYYS .u.l'l.i.u-'rl'q"l'!"ll.'lplt'l“'.ﬁ‘j'ﬂ
email: darigras@hotmall.oom - wabsite:www.darigrascom




dlaiiguing dllas 1o 3§ peidd | ackd

e — e — S = = e ——
-

o> I dll] s
dauall

pe> A

,-: ,h..ai E;..u’b: Crel a._.l;.*ﬁrqi‘_pujh. il oy all e
(), Gy s A1 By apki 3130 316 ¥y 20

_,J_, i,...u el Ol ORI L BN PE W P
PP PY PV PYPVE PYPYUIE YU LY R TR
O, G o 5 by Aoy Iy 8yl

¢ Ol oSN ol ¢ alall e IV T e ) 35
coplle g (JlOleab pgad rass

ik

E&ETJFEQJ.&:JMMD._JILFUMLEMMM
o (heolall aid) 5 (bl hl is) 9 Cadlyl i) prhuaaS ¢ 4
{a;,ﬂ1@}wuwuamn;uab1w;}dj
T FCRIN PSP U P R PR (PUINER W SR Y
pllanai ¢ Kndo o B o Sn O gl im0 A3
laazgdl b sl L adll oSV 0o gl g0 28 L
i il AYY /NI

(Y) 03 S ¢ el O ¢ (golidlolgy gadI(Y)

(6)




5)0))l 089S

Diterjemahkan dari
Figh adh-Dharuri

Fikih yang bertujuan menyelesaikan masalah

Apaitu?
P dalam situasi sulit dan terdesak.

SENETGTGN » DR, Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni
(Lahir di Aleppo, Suriah 1940).

Pakar ilmu ushul fikih dan dosen di Universitas Kuwait

* |stilah-istilah penting dan Penjelasan Fikih Darurat
* Landasan dan pijakan hukum Fikih Darurat

Isi Buku » Contoh penerapan lintas zaman

* Perdebatan mengenai Fikih Darurat

» Aturan dalam Fikih Darurat

AI-Quran] Har.lisl Ijmal-c|
Cliy‘as I Fatwa ulama klasik & kontemporer |
Perkataan sahabat | Perl-cataan ulama |

* Menghilangkan kesulitan beragama

VT8 . * Menjaga pelaksanaan perintah agama
— *» Menciptakan kemaslahatan umat

* Menjaga maqashid syar'iyah

F

Dasar

Pijakan

* Membuat standar pendefinisian darurat
Rambu-rambu . Menylre.rahkan perlsualan pada ulama
——— ¢ Kondisi darurat ditentukan oleh yang
berwenang (ulama dan pakar ilmu umum)

e Meminimalisir kadar darurat

Fikih Darurat




Dalil Penting Penerapan Fikih Darurat

e “Barang siapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya
Al-Quran dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak
ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.”
e (QS. al-Bagarah [2]: 173)

“Aku pernah menderita wasir, lalu aku bertanya
kepada Nabi perihal bagaimana melaksankan
shalat. Kermudian beliau bersabda, ‘Shalatlah

dengan berdiri, Jika tidak mampu, maka shalatlah
dengan duduk, dan jika tidak mampu juga, maka
shalatlah dengan berbaring.”” (HR. al-Bukhari)

q l._JLulﬂ.h.lllc..\; "'—"1...?_.!}'4”

Kaida * Kondisi-kondisi darurat memperbolehkan
Uﬂ'ﬂﬂh ' perkara-perkara yang terlarang.
Fikih  * Segala mudarat harus dihilangkan.

@i ~ = Apabila dua mafsadah bertentangan, maka
harus meninggalkan mafsadah yang paling
besar bahayanya dan memilih mafsadah
vang paling kecil bahayanya,

* Fatwa darurat tidak menimbulkan mudarat lebih besar
* Fatwa darurat diprioritaskan pada kemaslahatan umum
» Fatwa darurat tidak menciderai hak-hak orang lain

» Fatwa darurat tidak berlaku pada kondisi normal

» Fatwa tidak berlaku jika kondisi darurat telah hilang

8 ) a2 Jald s ot & '



Contoh Penerapan Fikih Darurat

Zaman Dahulu E

Pilihan Nabi Yusuf
menjadi bendahara
kerajaan kafir,

Kebijakan Khalifah Umar
bin Khathab membatalkan
hukuman potong tangan
pada saat paceklik.

Kebijakan Khalifah Utsman bin
Afwan membakar mushaf selain
yang telah terverifikasi.

i
e
=

Zaman Sekarang B

Fatwa Akademi Fikih Islam International tahun
1987 terkait perpindahan kewarganegaraan
seorang muslim ke negara non-muslim.

Jawaban Syekh DR. Muhammad Ramadhan
. Buthi terkait hukum aborsi pada janin yang

masih berumur enam minggu apabila

membahayakan nyawa ibunya.

Kementerian Wakaf Kuwait memperbolehkan
bekerja di bank dan mencatat riba apabila
tidak ditemukan pekerjaan lain.
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Barangkali di antara istilah-istilah
fikih yang ada, fikih darurat
(figh adh-dhartirah) merupakan
vang teranyar dan tersering
diperbincangkan akhir-akhir ini.

J)



DR. Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni

Bismillahirrahmanirrahim

S egala puji bagi Allah swt., Tuhan seluruh
alam semesta, yang berfirman dan me-
nerangkan dalam kitab-Nya,

i, b p o ”
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“Barang siapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya), sedangkan dia tidak meng-
inginkannya dan tidak (pula) melampaui batas

maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. al-Baqarah [2]: 173)

Rahmat dan keselamatan semoga se-
nantiasa tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad saw. yang bersabda,

13




Fikih Darurat
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“Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah.
Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-
lebihan) dalam agamanya, kecuali akan ter-
kalahkan (tidak dapat melaksanakannya de-
ngan sempurna). Oleh karena itu, bersikap
luruslah, sederhanalah (tidak melampaui ba-
tas), dan bergembiralah (karena memperoleh
pahala) serta mohonlah pertolongan (kepada
Allah) dengan ibadah pada waktu pagi, petang
dan sebagian malam.” (HR. al-Bukhari)'

Dan semoga Allah meridhai para Ahli
Bait yang suci, para sahabat yang mulia dan
orang-orang yang meneladani mereka de-

1 Hadis diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Shohih-nya,
Bdb ad-Din Yusr, nomar 39,



DR, Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

ngan senantiasa berbuat kebaikan hingga

Hari Kiamat.

Belakangan ini, di tengah-tengah umat
[slam banyak beredar istilah-istilah fikih,
seperti fikih realitas (figh al-wagqi’), fikih per-
bandingan (figh al-muwdzanat), dan fikih
maksud-tujuan (figh al-magdshid). Barang-
kali di antara istilah-istilah fikih yang ada,
fikih darurat (figh adh-dhariirah) merupa-
kan yang teranyar dan tersering diperbin-
cangkan akhir-akhir ini, khususnya di ka-
langan muslim imigran yang tinggal di

negara-negara Barat.

Kaum muslim imigran ini menemukan
dunia baru dengan situasi dan kondisi yang
jauh berbeda dengan situasi dan kondisi
di negara-negara muslim pada umumnya.
Bahkan, kehidupan mereka seringkali ber-
benturan dengan hukum fikih Islam yang
telah berlaku umum di masyarakat muslim.

15



Fikih Darurat

Hal ini secara alamiah memunculkan pro-
blematika hukum baru, mengingat mayo-
ritas masyarakat di negara-negara Barat ti-

dak menerapkan asas-asas Islam.

Sebagai umat beragama, tentu kaum
muslim imigran sangat memedulikan urus-
an agama, serta berusaha sekuat tenaga
untuk tetap memegang erat ajaran agama
dan menerapkan tuntunan hukum-hukum
[slam. Atas dasar itu kemudian mereka
mendatangi para ulama, menanyakan per-
soalan hukum, mengadukan permasalahan
dan meminta solusi atas apa yang mereka

hadapi di lingkungan baru itu.

Setidaknya ada dua kategori ulama kon-
temporer yang menjadi rujukan kaum mus-
lim imigran dalam persoalan hukum.

Pertama, ulama yang tinggal jauh dari
negara Barat. Mereka sama sekali belum

pernah mengalami situasi dan kondisi yang



DR. Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

dihadapi oleh muslim imigran. Fatwa-fatwa
yang mereka keluarkan hanya merujuk
pada hukum fikih yang biasa diaplikasikan
untuk menjawab problematika hukum di
negara muslim, tanpa menelaah lebih dalam
kelayakan dan kesesuaian fatwa dengan
kondisi dan situasi di negara-negara yang
menerapkan sistem hukum non-Islam.
Sehingga fatwa yang diterima oleh kaum
muslim imigran tidak realistis dan sulit

diterapkan.

Sebagian mengalami kebingungan dan
kebimbangan dalam melaksanakan fatwa
tersebut. Sebagian lagi justru menolak dan
meninggalkannya. Hanyasedikitdarimereka
yang berjuang keras menerapkannya, tentu
dengan konsekuensi mengalami banyak

kesulitan.

Kedua, ulama yang sering berkunjung
ke negara-negara non-muslim. Mereka
mengalami secara langsung kesulitan yang

17



Fikih Darurat

dihadapi umat Islam di sana. Berdasarkan
pengalaman tersebut, mereka berijtihad
untuk menemukan solusi hukum yang
praktis dan mudah dijalankan agar tetap
bisa menjalankan perintah agama sesuai
kondisi setempat. Meskipun hasil ijtihad
mereka seringkali berbenturan dengan pro-
duk hukum fikih yang sudah berlaku secara
umum dalam masyarakat Islam.

Situasi sulit, kondisi darurat, dan tekan-
an sosial yang dihadapi umat Islam di
negara-negara non-muslim menjadi perha-
tian utama ulama kategori kedua ini. Se-
hingga mereka lebih mendahulukan aspek-
aspek hukum yang memudahkan dan gam-
pang diterapkan ketimbang aspek-aspek
hukum yang kaku dan mengedepankan
kehati-hatian. [jitihad semacam ini tidak
jarang menghasilkan fatwa-fatwa yang kon-
troversial dan memicu perdebatan sengit.

Karena selain menghasilkan produk hukum

18



DR, Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

baru yang tidak populer, seringkali juga
melahirkan istilah-istilah baru dan asing
dalam kajian fikih, seperti istilah fikih re-
alitas atau fikih darurat.

Perdebatan terkait fatwa-fatwa kon-
troversial ini tidak hanya menjadi topik
hangat dalam kajian pemikiran Islam yang
digemari oleh generasi muda. Perdebatan
ini ternyata melahirkan konflik horizontal
di antara umat Islam. Terjadi benturan ke-
ras antar kelompok, tiap-tiap kelompok sa-
ling mengolok-olok dengan sebutan yang
tidak semestinya. Kelompok yang menolak
fatwa-fatwa tersebut memandang negatif
kelompok lain yang menerimanya, begitu
juga sebaliknya. Kelompok yang menolak
disebut sebagai golongan yang jumud dan
kaku. Sedangkan kelompok yang menerima
disebut sebagai golongan liberal yang me-
mandang remeh hukum agama—atau

sebutan lain yang menyulut permusuhan

19



Fikih Darurat

dan memecah-belah persatuan umat. Hal
itu kemudian menyeret umat Islam dalam
pusaran perseteruan internal yang sama
sekali tidak ada manfaatnya.

Situasi sulit dan kondisi darurat tidak
hanya dialami oleh umat Islam yang ting-
gal di negara-negara non-muslim. Namun,
dialami juga oleh umat Islam di negara-
negara muslim. Ada sebagian umat Islam
di negara muslim yang menerapkan fikih
darurat karena memang menjalani kehi-
dupan di luar batas kelaziman. Namun,
ada juga sebagian dari mereka yang hanya
mengambil hal-hal mudah dari hukum fikih,
entah itu karena jauh dari syariat Allah atau
mengikuti tatanan dunia baru yang tidak

mengutamakan aspek religiositas.

Berdasarkan ulasan di atas, penulis
memandang perlunya sebuah studi ilmiah
yang juga membahas istilah-istilah baru

dalam khazanah hukum Islam kontem-

2()



DR. Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

porer guna menjawab problematika umat
[slam kontemporer, khususnya di negara-
negara Barat atau negara-negara non-mus-
lim. Kemudian merumuskan kembali ram-
bu-rambu dan aturan hukum Islam dengan
harapan mampu menjawab berbagai pro-
blematika umat yang muncul sebagai kon-
sekuensi perubahan zaman, tentu dengan
menelusuri akar permasalahannya dan
mengakomodir berbagai sudut pandang,
baik dari kalangan ulama maupun dari

umat Islam secara umum.

Semoga kajian ini mampu meyakinkan
umat Islam tentang pentingnya membe-
rikan perhatian khusus terhadap situasi
sulit dan kondisi darurat, khususnya yang
dialami oleh kalangan muslim I[migran.
Semoga pembahasan terkait situasi sulit
dan kondisi darurat menjadi salah satu
prioritas utama para ulama yang meng-
geluti ilmu-ilmu syariat sehingga proble-

2l



Fikih Darurat

matika yang di hadapi umat Islam bisa
teratasi. Kajian ini tidak lain untuk men-
cari kebenaran objektif, merealisasikan ka-
rakteristik syariat Islam yang menghendaki
terwujudnya ketentraman dalam kehidupan
setiap muslim dan menutup rapat pintu

perselisihan.

Berikut ini alasan-alasan yang mela-
tarbelakangi penulis dalam memilih topik
kajian tentang fikih darurat:

1. Pentingnya melakukan pendefinisian
ulang terhadap istilah-istilah yang sudah
populer di masyarakat dengan meng-
ounakan pendekatan teks dan konteks,
agar kita tahu maksud dan makna se-
benarnya, tentu dengan melakukan pe-
nelusuran terhadap asal katanya. Hal ini
perlu dilakukan untuk menghilangkan
kerancuan makna dan mempersempit
ruang perselisihan,
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Kajian ini tidak lain untuk
mencari kebenaran objektif,
merealisasikan karakteristik

syariat Islam yang menghendaki
terwujudnya ketenteraman dalam
kehidupan setiap muslim

dan menutup rapat pintu

perselisihan.
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Sesungguhnya agama (Islam) itu
mudah. Tidaklah seseorang mempersulit
(berlebih-lebihan) dalam agamanya,
kecuali akan terkalahkan (tidak dapat
melaksanakannya dengan sempurna).
Oleh karena itu, bersikap luruslah,

sederhana
batas), dan
memperoleh
pertolongan

ah (tidak melampaui
bergembiralah (karena

pahala) serta mohonlah
(kepada Allah) dengan

ibadah pada waktu pagi, petang
dan sebagian malam.
(HR. al-Bukhari)

7



DR, Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

2. Pentingnya memperhatikan situasi sulit
dan kondisi darurat yang dialami umat
Islam, khususnya mereka yang tinggal
dan menjadi imigran di negara-negara
non-muslim. Apalagi umat Islam saat
ini sedang menghadapi sistem hukum
dunia baru yang dikenal dengan hukum
internasional yang kadang bersebe-
rangan dengan hukum Islam. Hal ini
membutuhkan solusi yang relevan dan

tidak keluar dari spirit hukum Islam.

3. Banyaknya ulama dan mufti yang me-
ngesampingkan aspek perubahan za-
man dan perbedaan ruang dan waktu
dalam menetapkan hukum. Mereka cen-
derung keras dan kaku, tanpa memper-
timbangkan dampak negatif kehidupan
umat Islam yang diakibatkan oleh sikap
keras dan kaku mereka.

25



Fikih Darurat

4. Adanya kritik tajam dari sebagian ula-
ma atas fatwa-fatwa kontemporer yang
menurut mereka menyimpang. Namun
kritiknya tanpa dilandasi kaidah dan
dasar hukum yang kuat, tanpa mela-
kukan komparasi hukum, dan tidak
menimbang unsur masiahat (dampak
positif) dan mafsadah (dampak negatif)
secara teliti dan terperinci.

5. Masih sedikit buku-buku yang mengulas
secara detail tentang fikih darurat.
Oleh karenanya, kajian ini merupakan
kajian yang langka. Meskipun beberapa
ulama kontemporer sudah menulis ten-
tang konsep darurat dalam hukum Is-
lam, mereka hanya membahasnya se-
cara global. Masih sedikit pula orang
yang secara khusus menulis tentang
fikih darurat. Apalagi istilah “fikih
darurat” merupakan istilah yang ter-
bilang baru. Di antara rujukan yang

26



DR, Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

paling besar manfaatnya dan menjadi
salah satu referensi utama penulis
adalah tulisan karya Dr. Abdul Wahad
Ibrahim Abu Sulaiman yang berjudul
Figh adh-Dhartirah Wa Tathbigdatuhu
al-Mu'dshirah: Afdaqg Wa Ab‘4d dalam
kumpulan ceramah ulama-ulama Is-
lam terkemuka, diterbitkan oleh The
Islamic Research and Training Institute
(IRTI) yang bermarkas di Jeddah,
nomor 2, tahun 1414 H/1993 M.

Kajian ini terdiri dari kata pengantar,
pendahuluan, pembahasan yang terbagi
menjadi lima bab, dan penutup. Dengan

sistematika sebagai berikut:

1. Kata pengantar: Membahas penting-
nya topik kajian ini dan menerangkan

alasan memilih topik tersebut.

2. Pendahuluan: Membahas dua poin
penting.

27
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2.

Fikih Darurat

Menjelaskan istilah-istilah yang ber-
kaitan dengan topik kajian ini.
Mendefinisikan fikih darurat dan
menerangkan korelasinya dengan is-
tilah-istilah tersebut.

3. Bab-bab:

Bab Pertama

Pijakan yang mendasari fikih da-
rurat serta dalil yang melandasi
legalitasnya.

Bab Kedua

Contoh terapan fikih darurat pada
zaman dahulu.

Bab Ketiga

Contoh terapan fikih darurat pada
zaman sekarang.

Bab Keempat

Fikih darurat antara pro dan kontra.
Bab Kelima

Rambu-rambu dan aturan dalam
fikih darurat.

28



DR. Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

4. Penutup

Penulis memohon kepada Allah swt.
agar senantiasa memberi petunjuk
kepada penulis, menuntunnya pada
kebenaran dalam setiap ucapan dan
tindakan, serta menjadikan buku ini
bermanfaat bagi umat Islam secara
umum. Sebagai penutup penulis me-
ngucapkan alhamdulillah, segala puji

bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta.

Aleppo, Suriah
1 Muharam 1429 H/9 Januari 2008 M

DR. Muhammad Abul Fatah
al-Bayanuni

(Mantan asisten dosen Fakultas Syariah
dan Dirasat [slamiyah, Jurusan Fikih dan

Ushul Fikih, Universitas Kuwait)

29
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Fikih darurat (figh adh-dhardrah)
adalah fikih yang bertujuan
menyelesaikan problem-problem
yang ditimbulkan oleh situasi sulit
dan darurat, dengan menerangkan
kaidah-kaidah hukum syariat dalam
menyikapi situasi tersebut. Fikih
darurat hadir untuk melindungi
kemaslahatan manusia.
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Meliputi:

A. Penjelasan atas istilah-istilah penting
yang berkaitan dengan “Fikih Darurat.”
[stilah-istilah yang paling menonjol dan
memiliki kaitan erat dengan kajian ini

adalah sebagai berikut:

. Fikih (Figh)

. Darurat (Dhariirah)

. Kebutuhan (Hajah)

. Fikih Hukum-hukum Syariat (Figh
al-Ahkdm)

5. Fikih Realitas (Figh al-Wagqi’)

6. Fikih Perbandingan (Figh al-

Muwézandat)

7. Fikih Magashid (Figh al-Magashid)

= W N

B. Kedudukan dan korelasi fikih darurat

dengan semua istilah tersebut.
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A. Istilah-istilah Penting yang
Berkaitan dengan Fikih Darurat

Ls

Istilah “Fikih” (Figh)

Fikih secara etimologi bermakna
pemahaman, kecerdasan, dan penge-
tahuan. Istilah ini identik dipakai
untuk menyebut ilmu syariat dan

ilmu ushuluddin.?

Adapun secara terminologi, fikih
adalah ilmu yang mempelajari hu-
kum-hukum syari yang bersifat
amaliah dan dirumuskan berdasar-
kan dalil-dalil yang terperinci.’

Definisi fikih di atas dipersempit
menjadi ilmu yang mempelajari
hukum-hukum syar'i. Dengan de-
mikian, ilmu-ilmu rasional yang

bersumber pada akal dan ilmu pe-

2 Lihat al-Mu’jam al-Wasith, jilid 2, him. 755.
3 Lihat at-Ta'rifat karangan aj-Jurjani, him. 171.
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ngetahuan menyangkut tata bahasa
(morfologi, linguistik, dan lain-lain)
tidak termasuk dalam definisi ini.

Kemudian definisi fikih diper-
sempit lagi menjadi hukum-hukum
syar'i yang bersifat amaliah. Dengan
begitu, ilmu-ilmu akidah, yang oleh
sebagian ulama klasik disebut se-
bagai “fikih akbar” tidak termasuk
ke dalam definisi ini.* Kitab-kitab
yang menguraikan pembahasan ke-
imanan dan akidah lebih dikenal

dengan sebutan kitab akidah.

Selanjutnya, definisi di atas
ditambah redaksi “dan dirumuskan
dari dalil-dalil yang terperinci,” se-
hingga rumusan-rumusan hukum
yang digali dari dalil-dalil global
yang menjadi acuan dalam ilmu

4 Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dalam
sebuah suratnya.
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ushul fikih tidak termasuk ke dalam
definisi ini, seperti pendapat para
ulama ushul fikih yang mengatakan
bahwa amar (perintah) mengandung
arti kewajiban, dan nahi (larangan)
mengandung arti keharaman, dan

lain-lain.

Maksud dari “dalil-dalil yang
terperinci” adalah dalil-dalil yang
secara khusus berkaitan erat dengan
suatu permasalahan, baik berupa
ayat al-Quran, hadis, analogi (giyas),

atau yang lain.
. Istilah “Darurat” (Dbardiral)

Kata dharirah secara etimologi
merupakan isim mashdar yang se-
makna dengan kata idhthirar (ke-
adaan terpaksa dan mendesak) yang

memiliki arti kebutuhan yang amat
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mendesak.” Di antara makna eti-
mologis dari kata dhardrah adalah
kebutuhan, tekanan kondisi yang
tidak bisa dihindari, kesulitan, dan
kesusahan. Kata dhariri (primer
diartikan sebagai segala sesuatu
yang sangat dibutuhkan dan segala
keperluan yang harus dipenuhi tan-
pa adanya pilihan alternatif atau
opsi penggantinya. Dhartirah adalah
antonim dari kata kamdali (tersier/

pelengkap).”

Menurut ulama fikih, dharirah
adalah sampainya seseorang pada
suatu kondisi yang bilamana dia
tidak melakukan larangan yang
diharamkan, niscaya dirinya akan

berada dalam keadaan celaka atau

5 Lihat Lisdn al-Arab, jilid 4, him. 484 dan al-Mishbéh al-Munir,
jilid 2, him. 360.
6 Lihat al-Mu’jam al-Wasith, jilid 1, him 540,
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membahayakan. Contohnya, orang
yang amat membutuhkan makanan
dan pakaian guna melindungi tu-
buhnya, seumpama dia tetap dalam
keadaan lapar atau telanjang, nis-
caya akan meninggal, atau salah
satu anggota tubuhnya bakal cela-
ka. Keadaan seperti ini memperbo-
lehkannya melakukan perkara yang
diharamkan.’

Istilah dhariri menurut ulama
ushul fikih, sebagaimana istilah hdji

dan tahsini,” merupakan tujuan sya-

7 Lihat al-Mausd’ah al-Fighiyah, jilid 28, him 191.

8 Dalam pandangan ushul fikih, hukum Islam memiliki tu
juan-tujuan tertentu yang hendak dicapai, yang tertuang da-
lam konsep magdshid syar’iyah. Untuk itu dirumuskan tiga
skala prioritas: dhaordriyyGt, hajiypat dan tahsinat. Dhardri-
yydt atau kebutuhan primer dimaknai sebagai sesuatu yang
harus ada atau niscaya, yang ketiadaannya akan berakibat
pada hancurnya kehidupan manusia secara total. Cleh kare-
nanya, dharlriyyGt merupakan prioritas pertama. Dalam
dhardriyydt terdapat lima kepentingan yang harus dilindungi:
agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aq/), harta (mdl), dan keturunan
(nasab). Hajiyyat atau kebutuhan sekunder dimaknai sebagai
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riat yang hendak dipenuhi oleh
agama Islam. Dari istilah dharuri,
kemudian lahir istilah magashid dha-
ririyah yang didefinisikan sebagai
maksud dan tujuan pokok yang
harus ada dan wajib dipenuhi dalam
menegakkan kemaslahatan manu-
sia di dunia dan akhirat. Apabila
maksud dan tujuan pokok itu hi-
lang, kemaslahatan dunia akan ber-
jalan pincang, bahkan bisa meng-
hancurkan dan memusnahkan ke-

hidupan manusia. Dengan ungkapan

segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mem-
permudah mencapal kepentingan-kepentingan yang masuk
dalam kategori dhardriyydt. Jika hal-hal hajiyyat tidak ter-
penuhi, idak akan menghancurkan kehidupan manusia, teta-
pi akan mengurangi kesempurnaan dan kesulitan bagi ma-
nusia. Qleh karenanya hdjiyydl merupakan prioritas kedua.
Tohsindt atau kebutuhan tersier dimaknai sebagal segala
sesuatu yang keberadaannya bersifat memperindah atau
menghiasi perwujudan kepentingan-kepentingan dhardri-
yydt dan hdjiyydt. lika hal-hal tahsindt tidak terpenuhi, tidak
akan menyebabkan kehancuran dan mempersulit kehidupan
manusia, tetapi akan mengurangi sisi keindahan dan estetika.
Oleh karenanya tahsingt merupakan prioritas terakhir—ed.
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Menurut ulama fikih, dhartrah adalah
sampainya seseorang pada suatu
kondisi yang bilamana dia tidak
melakukan larangan yang diharamkan,
niscaya dirinya akan berada dalam
keadaan celaka atau membahayakan,
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Fikih realitas secara terminologi
didefinisikan sebagai pemahaman atas
realitas yang sudah dan sedang terjadi,

lalu menuntut syariat menjelaskan
hukum asalnya terlebih dahulu sebelum
menetapkan hukum baru (fatwa).
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lain, bila tujuan pokok itu tidak ter-
penuhi, niscaya akan mengancam ke-
selamatan umat manusia dan men-

datangkan kerugian yang nyata.”
3. Istilah “Kebutuhan” (Hdjab)

Istilah hdjah secara etimologi
dimaknai sebagai keadaan membu-
tuhkan sesuatu. Sekaligus dimaknai
sebagai sesuatu yang dibutuhkan itu

sendiri.l’

Sedangkan hdjah, dalam termi-
nologi fikih dan ushul fikih, adalah
satu tingkatan dari sekian banyak
tingkatan kemaslahatan. Ia terletak

di pertengahan antara dhartiri dan

tahsini.'”' Pakar fikih dan ushul fikih

9 Saduran dari al-Muwdfgdat karangan asy-Syathibi, ditahkik
oleh DR. Abdullah Darraz, jilid 2, him. 8.

10 Lihat Lisdn al-Arab, al-Mu’jam al-Wasith, jilid 1, hlm. 204 dan
al-Maus'ah al-Fighiyah, jilid 16, him. 247.

11 Lihata Fawdatih al-Rahmawdt, jilid 2, him. 262 dan al-Mus-
tashfd, jilid 1, him. 289.
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mendefinisikannya sebagai hal-hal
yang dibutuhkan oleh seseorang dan
memberikan kemudahan padanya,
sehingga menjauhkannya dari segala
hal yang bisa menjerumuskannya ke

dalam kesulitan dan kesukaran.*

Sering kali para ulama fikih
menggunakan kata hdjah dengan
pemaknaan yang lebih luas, men-
cakup makna dhariirah. Di samping
itu, mereka juga kerap menyebut
dhartirah, tetapi yang dimaksud-
kannya adalah hdjah yang secara

hierarki berada di bawahnya."

Dari sini, ulama fikih mema-
sukkan kebutuhan yang mendesak
ke dalam kategori darurat. Hal ini
berdasarkan kaidah yang menyata-

12 Saduran dari al-Muwdfagdt karangan asy-Syathibi, jilid 2,

him 10.

13 Lihat al-Mausd’ah al-Fighiyah, jilid 16, him, 247,
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kan, “Kebutuhan diletakkan pada
tempat darurat, baik kebutuhan itu

bersifat umum maupun khusus.”"

4. Istilah “Fikih Hukum-hukum
Syariat” (Figh al-Abkdam)

Yang dimaksud dengan fikih
ahkdm adalah memahami hukum-
hukum syariat seperti wajib, sunah,
mubah, haram, dan makruh, atau
mengetahui hukum suatu perkara
dengan memahami sebab, rukun,
syarat, dan penghalang yang meng-
gugurkan hukum tersebut, atau me-
mahami aspek lainnya.

Ahkdam secara etimologi adalah
bentuk plural dari kata hukmun yang
berarti keputusan atau ketetapan.'”
Di antara makna hukmun lainnya

14 Lihat pasal 32 dalam Ma/allah al-Ahkdm al- Adliyah dan Syarh
al-Qawd’id al-Fighiyah, karya Ahmad az-Zarga, him. 155.
15 Lihat a/-Qdmds al-Muhith, jilid 1, him. 1415.
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adalah pengetahuan, pemahaman,

dan keputusan yang adil.*"

Sedangkan ahkdm dalam termi-
nologi fikih dan ushul fikih adalah
seruan syariat Allah swt. yang harus
dilakukan oleh orang-orang yang su-
dah terbebani syariat (mukalaf), baik
berupa tuntutan perintah, pilihan
maupun ketetapan, atau dampak
dari seruan syariat Allah yang ha-
rus dilakukan oleh orang-orang mu-
kalaf—dengan perbedaan redaksi

antara satu ulama dengan yang lain.

Dengan demikian, fikih hukum-
hukum syariat mencakup pengeta-
huan atas seluruh ahkdam taklifiyah
dan ahkdm wadh'iyah'’ dalam istilah

16 Lihat an-Mihdyah Fi Gharib al-Hadits, jilid 1/419.

17 Ahkam taklifiyah adalah ketetapan hukum yang mengandung
perintah, larangan, atau pilihan kepada seorang mukalaf. Me-
liputi wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan
ahkim wadh’iyah adalah ketentuan syariat dalam menetap-
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ilmu ushul fikih.'®

Istilah “Fikih Realitas”
(Figh al-Wagd')

Kata wagi’ secara etimologi ber-
makna sesuatu yang terjadi.'” Apa-
bila dikatakan amrun waqi'un, mak-

sudnya adalah sesuatu yang terjadi.

Sedangkan fikih realitas secara
terminologi didefinisikan sebagai
pemahaman atas realitas yang su-
dah dan sedang terjadi, lalu me-
nuntut syariat menjelaskan hukum
asalnya terlebih dahulu sebelum me-
netapkan hukum baru (fatwa), de-
ngan memperhatikan karakter dari

kondisi dan situasi si peminta fatwa.

kan sesuatu sebagai sebah, syarat, atau penghalang—pen.
18 Lihat buku penulis, al-Hukm ot-Taklifi Fi asy-Syari'ah al-Is-
ldmiyah, him. 26 seterusnya. Di sana diterangkan dan dibe-
dakan definisi hukum menurut terminologi ulama fikih dan
ushul fikih.,
19 Lihat al-Mu’'jam af-Wasith, jilid 2, him. 1063.
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Realitas terkadang berwujud sesuatu
yang lumrah dan wajar terjadi, atau
bersifat kondisional. Hal tersebut
harus dipertimbangkan ketika me-
netapkan status hukumnya. Definisi
ini juga berdasarkan sudut pandang
adat-budaya.

[stilah fikih realitas menjadi
perdebatan cukup panjang di ka-
langan para ulama belakangan ini.
Bahkan ada sebagian kelompok yang
tidak sepakat dengan istilah ter-
sebut. Hal itu karena fikih realitas
merupakan istilah anyar yang belum
jelas dan baku definisiya, di samping

praktik-praktiknya masih rancu.

Sebagian ulama memahami fikih
realitas sebagai upaya menaklukkan

20 Lihat misalnya kitab Fi Figh al-Wdgi’ karya DR. Abdus Salam
al-Basyuni dan Su'dl Wa Jowab Haula Figh al-Wagi® karya
Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

46



DR, Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

hukum syariat di hadapan realitas,
sekaligus sebagai langkah yang me-
nempatkan hukum syariat dalam
keadaan mengekor pada kondisi ter-
kini. Sehingga hukum syariat harus
berubah mengikuti perkembangan

Zalnarl.

Sedangkan sebagian yang lain
memahami fikih realitas sebagai
sebuah keniscayaan. Pada saat me-
netapkan fatwa, memperhatikan re-
alita yang terjadi merupakan sebu-
ah keharusan agar fatwa yang di-
putuskan menjadi produk hukum
syariat yang tidak mengesamping-
kan realitas secara mutlak, terutama
dalam menetapkan hukum-hukum
yang disandarkan pada kemaslahat-
an temporal dan kondisional. Hal
ini sebagai bentuk implementasi
dari kaidah fikih yang menyatakan,
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“Tidak dipungkiri bahwa perubah-
an hukum mengikuti perubahan za-

man.” 4

6. Istilah “Fikih Perbandingan”
(Figh al-Muwdzandt)

Kata muwdzanah, secara etimo-
logi merupakan bentuk mashdar dari
susunan morfologis wazana—yuwa-
zinu—muwdzanatan—wizanan. Apa-
bila dikatakan wdzana bhaina syaiaini,
maksudnyaadalahmenyama-nyama-
kan dan menimbang-nimbang satu
perkara dengan perkara yang lain.*

Sedangkan muwdzanah secara
terminologi adalah sikap seorang
ahli fikih, sebelum menetapkan su-
atu hukum. Yang menimbang an-
tara dampak positif (maslahat) dan

21 Lihat pasal 39 dalam Maojallah al-Ahkam al-‘Adliyah don Syarh
al-Qawaid aol-Fighiyah, karya Ahmad az-Zarqga, him. 173.
22 Lihat al-Mu’'jam al-Wasith, jilid 2, him. 1041.
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dampak negatif (mafsadah) dari se-
buah fatwa yang hendak diputus-
kan, lalu memenangkan salah satu
yang lebih kuat ketika kedua dam-
pak tersebut bertemu dalam satu

perkara hukum.

Dimaknai juga sebagai aktivitas
menimbang antara berbagai mas-
lahat yang satu sama lain saling
bertolak belakang, lalu mengung-
gulkan mana yang lebih kuat di
antara semua maslahat yang ada.
Atau menimbang beberapa dampak
negatif, kemudian memilih dampak

negatif yang terkecil.

Bila diteruskan, definisi muwad-
zanah ini mencakup segala bentuk
penimbangan dan perbandingan se-
cara detail antara berbagai prioritas

yang sama-sama ditetapkan oleh
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teks agama (al-Quran dan hadis)
dan tertuang dalam magdshid syar-
iyah (maksud dan tujuan pokok
syariat Islam).

Istilah figh al-muwazanat ini
juga memicu perdebatan di antara
sebagian ulama karena istilah ini
tergolong baru dan belum mem-
punyai definisi yang jelas dan baku,
di samping masih adanya kerancuan

dalam praktiknya.

Namun belakangan ini, figh al-
muwdzandt mulai diterima di ka-
langan ulama kontemporer. Banyak
ahli fikih kontemporer yang menulis
dan mengkajinya.*

23 Lihat Fi Figh al-Aulawiyydt karya DR. Yusuf al-Qardhawi.
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7. Istilah “Fikih Maqgashid”
(Figh al-Maqédshid)

Yang dimaksud dengan figh al-
maqdshid adalah memahami maksud
dan tujuan pokok di balik segala se-
suatu yang disyariatkan oleh agama
[slam dan mengutamakan maksud
dan tujuan tersebut ketika hendak
menetapkan hukum.

Kata magqdshid secara etimologi
adalah bentuk plural dari magshad.
Makna lain dari kata magshad antara
lain kehendak, kecenderungan, atau

bangkit menuju sesuatu.*

Untuk mengungkapkan makna
magdshid, dipakai juga kata ahddf
(tujuan, maksud) dan ghayat (cita-

cita, tujuan).”

24 Lihat Lisdn al-Arab, Mddah (Qaf Shad Dal), jilid 3, him. 355
dan al-Mu’jam al-Wasith, jilid 2, him, 745,
25 Lihat al-Mu’jam al-Wasith, Madah {(Qaf Shad Dal), jilid 2,

51



Fikih Darurat

Dari definisi di atas, kalimat
maqdshid islamiyah dapat diartikan
sebagai alasan di balik ditetapkan-
nya syariat Islam, atau juga diarti-
kan sebagai tujuan yang hendak di-
wujudkan oleh Islam, baik tujuan
spiritual maupun tujuan material. Di
antaranya ialah menuntun manusia
meraih kebahagiaan dunia dan akhi-
rat. Menjamin dan memenuhi ke-
butuhan-kebutuhan manusia baik
yang bersifat dhardriyat (primer),
hajiyat (sekunder) maupun tahsiniyat
(tersier). Dan menciptakan keadilan
di tengah-tengah kehidupan manu-
Sia".-"ﬁ

him. 745, Mdadah {Ha' Dal Fa’), jilid 2, him. 987 dan Mddah
(Gha' Ya' Ya’), jilid 2, him. 676.

26 Lihat riset penulis berjudul Mohdsin Magdshid al-isiam, di-
terbitkan di Majallah osy-Syari’ah Wa ad-Dirdsat al-islémi-
yah, tahun kelima belas, edisi 43.

.
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Muwdzanah secara terminologi adalah
sikap seorang ahli tikih, sebelum
menetapkan suatu hukum. Yang

menimbang antara dampak positif
(maslahat) dan dampak negatif
(mafsadah) dari sebuah fatwa
vang hendak diputuskan.
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Figh al-magdshid adalah memahami
maksud dan tujuan pokok di balik segala
sesuatu yang disyariatkan oleh agama
Islam dan mengutamakan maksud
dan tujuan tersebut ketika hendak
menetapkan hukum,
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Oleh karena itu, sebuah kenis-
cayaan bagi seorang ulama dan ahli
fikih untuk memiliki pemahaman
yang luas perihal konsep magashid
islamiyah ini agar fatwa dan hukum
yang diputuskannya sesuai dengan

konsep tersebut.?’

B. Definisi Fikih Darurat dan
Korelasinya dengan Istilah
Fikih Lainnya

Fikih darurat (figh adh-dharirah) adalah

fikih yang bertujuan menyelesaikan pro-
blem-problem yang ditimbulkan oleh situ-
asi sulit dan darurat, dengan menerang-
kan kaidah-kaidah hukum syariat dalam
menyikapi situasi tersebut. Fikih darurat
hadir untuk melindungi kemaslahatan ma-
nusia, terutama kemaslahatan yang bersifat

primer dhartriyah, menghilangkan kesulit-

27 Lihat al-iméam Bi Ushual af-Ahkam karya DR. Muhammad
Fauzi Faidhullah, him. 254.
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an manusia agar terhindar dari kerusakan,

dengan mengacu pada magqdshid syar’iyah.

Hukum Islam diterapkan dengan tujuan
mewujudkan nilai-nilai magdshid syar'iyah.
Pada kondisi dan situasi normal, hukum
Islam hanya berorientasi menghilangkan
unsur mafsadah dan mendatangkan unsur
maslahat. Namun, dalam kondisi dan situasi
sulit yang menuntut pengecualian, hukum
[slam bisa memberikan solusi alternatif

dengan mempertimbangkan aspek darurat.

Untuk mewujudkan nilai-nilai maqdshid
syariiyah dan mempertimbangkan aspek
darurat, seorang ulama fikih harus mela-
kukan studi komparasi dengan menimbang
secara teliti antara maslahat dan mafsadah.
Bahkan, ketika dalam satu perkara darurat
tidak ada pilihan lain selain memilih satu
dari dua hal yang sama-sama memiliki dam-

pak negatif (mafsadah), harus memilih
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yang dampak negatifnya terkecil, sebelum
menetapkan sebuah fatwa. Langkah ini
perlu diambil agar proses penetapan hukum
benar-benar memperhatikan kondisi dan
situasi. Dengan begitu dia mampu memberi
solusi (alternatif) yang relevan bagi si pe-
minta fatwa dan menghindarkannya dari

kesulitan dan kesusahan.

Dalam uraian sebelumnya, tentang de-
finisi istilah-istilah fikih, para ulama fikih
memasukkan kebutuhan yang mendesak
ke dalam kategori darurat. Hukum-hukum
yang mereka tetapkan tidak terbatas pada
tingkatan darurat semata, tetapi mereka
juga berupaya agar kebutuhan itu terpenuhi.
Salah satu kaidah fikih mengatakan, “Ke-
butuhan termasuk kategori darurat, baik
kebutuhan yang bersifat umum maupun

khusus.”
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Prinsip kemanusiaan yang senantiasa
dijaga oleh hukum Islam adalah melindungi
kepentingan atau memenuhi kebutuhan
manusia, baik yang bersifat primer (dha-
rariydt) maupun yang sekunder (hajiydt).
Jika kepentingan dan kebutuhan primer
tidak dilindungi dan dipenuhi, kehidupan
manusia akan hancur. Jika kepentingan
dan kebutuhan sekunder tidak dilindungi
dan dipenuhi, manusia akan terjerumus ke

dalam kesulitan dan kepayahan.

Dari definisi fikih darurat yang telah
dijelaskan di atas, tampak jelas bahwa fikih
jenis ini memiliki keterkaitan dengan jenis-
jenis fikih yang lain. Karena fikih darurat
juga menggunakan istilah-istilah yang se-

ring dipakai dalam fikih lainnya.

Fikih darurat merupakan salah satu
formula dari hukum Islam yang berdiri
di atas dasar-dasar yang melandasi fikih
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realitas, sekaligus memprioritaskan kete-
litian dalam menimbang aspek positif dan
negatif, sebagaimana telah diterapkan da-
lam fikih perbandingan. Fikih darurat juga
mengemban tugas hukum Islam dalam
memenuhi maksud dan tujuan syariat yang

terkandung dalam magqdshid syar’iyah.

Sejalan dengan pengertian ini, Imam
Ibnu Taimiyah—semoga Allah merahmati-
nya—menyatakan, “Sangat jelas, bahwa
hal yang buruk (sayyiah) bisa dipilih dengan
dua alasan dan tujuan: Pertama, meng-
hindari opsi yang dampak buruknya paling
besar jika dalam satu perkara harus memilih
salah satu dari dua hal atau lebih yang sama-
sama memiliki dampak buruk. Kedua,
mengambil opsi yang dampak buruknya
paling kecil jika dalam satu perkara tidak
ada opsi lain selain harus memilih salah
satu dari dua hal (atau lebih) yang sama-
sama memiliki dampak buruk. Hal yang

o



Fikih Darurat

baik (hasanah) bisa ditinggalkan karena dua

kondisi:

Pertama, ketika harus memilih salah
satu dari dua hal yang sama-sama baik,
harus memilih mana yang dampak baiknya
paling besar dan meninggalkan hal yang
dampak baiknya paling kecil.

Kedua, ketika memilih hal baik justru
berdampak buruk atau mendatangkan dam-
pak negatif yang lebih besar. Pada kondisi
ini hal yang baik tersebut bisa ditinggalkan.”

Ibnu Taimiyah melanjutkan, “Orang ber-
akal cerdas bukanlah dia yang mengetahui
mana yang baik dan mana yang buruk.
Namun dia yang mengetahui mana yang
paling baik di antara dua kebaikan dan
mana yang paling buruk di antara dua

keburukan.”?®

Imam Ibnu al-Qayyim juga mengatakan

28 Saduran dari Majmd’ al-Fatédwid, jilid 20, him. 53-54.
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hal senada dengan apa yang dikatakan
gurunya, yakni Ibnu Taimiyah, bahwa se-
orang mutti dan hakim tidak bisa me-
netapkan suatu fatwa atau hukum dengan
benar jika belum melakukan dua hal.
Pertama, memahamirealitas, lalu menggali
pengetahuan tentang apa yang sebenarnya
terjadi dengan memperhatikan tanda-tan-
da dan gejala-gejala yang ada, supaya mem-
peroleh pemahaman yang mendalam dan
komprehensif. Kedua, memahami yang
wajib di dalam realitas. Yakni, memahami
hukum-hukum yang telah Allah swt. te-
tapkan di dalam al-Quran atau lewat sabda
rasul-Nya.

Selanjutnya, Ibnu al-Qayyim memadu-
kan dua hal tersebut. Siapa yang men-
curahkan kemampuannya dengan sekuat
tenaga dalam hal ini dia akan memperoleh
satu atau dua pahala. Seorang ulama sejati
adalah dia yang dengan pengetahuan dan
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Fikih Darurat

pemahaman terhadap realitas bisa sampai
ke pengetahuan tentang hukum-hukum
yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah
melalui rasul-Nya. Layaknya seorang saksi
pembela Nabi Yusuf, dengan menemukan
bagian belakang bajunya yang sobek,
akhirnya mengetahui bahwa Nabi Yusuf
adalah orangjujur dan tidak bersalah. Begitu
juga Nabi Sulaiman yang dengan perintah-
nya, ‘Beri aku pisau supaya aku membelah
bayi ini untuk kalian berdua,” menjadi tahu
siapa ibu kandung dari bayi itu.

Hal yang sama juga dilakukan oleh
Amirulmukminin, Ali bin Abi Thalib ra, ke-
tika seorang perempuan menyembunyikan
surat Hathib, tetapi tidak mengakuinya.
Ali bin Abi Thalib mengatakan padanya,
“Engkau keluarkan surat itu atau kami
akan menelanjangimu.” Perempuan itu lalu
mengaku dan menyerahkan surat Hathib.

Dengan berkata seperti itu, Ali bin Abi
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Thalib bisa menguak kebohongan yang

disampaikan perempuan itu.

Ibnu al-Qayyim kemudian menegaskan,
“Siapa yang merenungi kandungan sya-
riat Islam dan memperhatikan kasus-kasus
yang dialami para sahabat, pasti akan me-
nemukan semua itu dipenuhi dengan pe-
mahaman yang mendalam tentang realitas.”
Karena itulah yang dikehendaki oleh syariat
Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad
saw. Dan siapa saja yang menempuh jalan
di luar itu, dia akan menyia-nyiakan hak

banyak orang.
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Orang berakal cerdas bukanlah dia
yang mengetahui mana yang baik dan
mana yang buruk. Namun dia yang
mengetahui mana yang paling baik di
antara dua kebaikan dan mana yang
paling buruk di antara dua keburukan.
— Imam Ibnu Taimiyah

27
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PLJAKAN DASAR FIKIH
DARURAT DAN DALIL YANG
MELANDASI LEGALITASNYA
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Barang siapa dalam keadaan
terpaksa (memakannya), sedang dia
tidak menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, maka tidak
ada dosa baginya. Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (QS. al-Bagarah [2]: 173)

2)
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S ecara umum, fikih darurat berpijak
pada dua sumber utama:
1. Teks-teks al-Quran dan hadis, baik yang

bersifat umum maupun khusus.

2. Kaidah-kaidah ushul fikih dan fikih.

Adapun dalil yang bersumber dari al-
Quran dan hadis antara lain sebagai berikut:
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“Barang siapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya), sedang dia tidak mengingin-
kannya dan tidak (pula) melampaui batas,
maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya

67




Fikih Darurat

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. al-Bagarah [2]: 173)
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“Maka barang siapa terpaksa karena ke-
laparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesung-

guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (QS. al-Maidah [5]: 3)
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“Barang siapa dalam keadaan terpaksa,
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, maka sesungguhnya

Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Pe-
nyayang.” (QS. al-An’am [6]: 145)
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“Barang siapa dalam keadaan terpaksa,
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. an-Nahl [16]: 115)

uLc‘)‘Luu.L:.a 53 ’f\ 3__

“Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal
hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak
berdosa).” (QS. an-Nahl [16]: 106)
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‘Allah tidak hendak menyulitkan kamu.”
(QS. al-Maidah [5]: 6)
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“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan un-

tuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

(QS. al-Hajj [22]: 78)
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‘Janganlah seorang ibu menderita ke-

sengsaraan karena anaknya dan seorang ayah

karena anaknya.” (QS. al-Baqarah [2]:
233)
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“Dan janganlah kamu menyusahkan

mereka (parva istri) untuk menyempitkan

(hati) mereka.” (QS. ath-Thalaq [65]: 6)
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“Dan janganlah penulis dan saksi saling
sulit menyulitkan.” (QS. al-Bagarah [2]:
282)

Jlpe 302 Y

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh

pula ada yang membahayakan.”
(HR. al-Hakim)*’

Semua nash® al-Quran dan hadis di
atas serta nash lain yang menyerupainya,
menyatakan digugurkannya dosa seseorang
yang berada dalam keadaan terpaksa dan
darurat, sebagaimana juga menegaskan di-
hilangkannya unsur kesulitan dan kesem-
pitan dari kehidupan kaum muslimin dan

mencegah kemunculan segala sesuatu yang

29 Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim. Dia berkata, “Hadis ini
sahih sanadnya menurut syarat Imam Muslim.” Namun baik
al-Hakim maupun Muslim tidak mengeluarkannya. Perkata-
annya disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat al-Mustadrok Mo'a
Talkhis adz-Dzahabi, jilid 2, him. 57, Beirut.

30 Nash berarti teks. Dalam hal ini, kandungan teks dalam al-
Quran berupa ayat-ayat—red.




Fikih Darurat

membahayakan orang lain. Semua nash ter-
sebut, baik yang umum maupun khusus,
menjadi pijakan dasar yang melandasi fikih

darurat.

Sedangkan dalil yang dirujuk dari ru-
musan kaidah ushul fikih dan fikih antara

lain sebagai berikut:

M‘c& f-....-"\ j.a”

Kondisi-kondisi darurat memperbolehkan

perkara-perkara yang terlarang.”

Laj.u, J.L.J u\ j;:]\

Situasi-situasi darurat diukur berdasarkan

kadar kebutuhan minimal.**

31 Lihat pasal 21 dalam Majallah al-Ahkam al-‘Adlivah dan Syarh
al-Qawdid aal-Fighivah karya Ahmad az-Zarga, him. 131.

32 Lihat pasal 22 dalam Majallah al-Ahkém al-‘Adlivah dan Syarh
al-Qawdid aal-Fighiyah karya Ahmad az-Zarga, him. 133,
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Kebutuhan diletakkan pada tempat daru-
rat, baik kebutuhan itu bersifat umum maupun

khusus.*
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Dipilih yang paling ringan dari dua ke-

burukan.®*
s B, B
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Kesulitan mendatangkan kemudahan.

33 Lihat pasal 32 dalam Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah dan Syarh
al-Qawdid aal-Fighivah karya Ahmad az-Zarga, him. 155.

34 Lihat pasal 29 dalam Majallah al-Ahkdm al-‘Adliyah dan Syarh
al-Qawadid aal-Fighivah karya Ahmad az-Zarga, him. 148,

35 Lihat pasal 17 dalam Majallah al-Ahkdm al-Adliyah dan Syarh
al-Qawdid aal-Fighivah karya Ahmad az-Zarga, him. 105.
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Suatu perkava apabila sempit menjadi
longgar.”

-~

Hladl s e el dalid) (55

Mencegah mafsadah (kerusakan) dida-

hulukan dari mendatangkan kemaslahatan.”’
(R,
dl--.)f:ﬁn
Segala mudarat harus dihilangkan.>*
CJK;}'\ guv "6_3;' j}aﬂ

Kemudaratan harus ditolak dalam batas-

36 Lihat pasal 18 dalam Majallah al-Ahkém al-‘Adlivah dan Syarh
al-Qawdid aal-Fighivah karya Ahmad az-Zarga, him. 111.

37 Lihat pasal 30 dalam Majallah al-Ahkdm al-‘Adliyah dan Syarh
al-Qawdid aal-Fighivah karya Ahmad az-Zarga, him. 151.

38 Lihat pasal 20 dalam Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah dan yvarh
al-Qawdid aal-Fighiyah karya Ahmad az-Zarga, him. 125,
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batas yang memungkinkan.*®
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Apabila dua mafsadah (kerusakan) ber-

tentangan, maka harus meninggalkan maf-
sadah yang paling besar bahayanya dan me-

40

milih mafsadah yang paling kecil bahayanya.

Kaidah-kaidah hukum di atas dan kai-
dah lain yang serupa, tetapi tidak dican-
tumkan di sini, menjadi pijakan dasar yang
melandasi fikih darurat. Selain itu, rumusan
kaidah di atas juga merupakan serangkaian
kaidah wushul fikih dan fikih yang telah
disepakati oleh para ulama sesuai dengan
nash al-Quran dan hadis serta dikukuhkan

dengan argumentasi (logika).

39 Lihat pasal 31 dalam Majallah al-Ahkém al-‘Adliyah dan Syarh
al-Qawdadid aal-Fighiyah karya Ahmad az-Zarga, him. 153.

40 Lihat pasal 28 dalam Muajallah al-Ahkdm al-‘Adliyah dan Syarh
al-Qawdid aal-Fighivah karya Ahmad az-Zarga, him. 147,
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Fikih Darurat

Sebagai legalitas fikih darurat, metode
yvang ditempuh syariat dalam mencipta-
kan hukum-hukum syari juga dijadikan
pijakan dasar. Dalam setiap hukum, syariat
sangat memperhatikan faktor kedaruratan
dan kemudaratan, sekaligus berorientasi
mewujudkan kemaslahatan yang bersifat
sekunder. Cara yang ditempuh syariat da-
lam membumikan hukum-hukum syar’i
tidak terbatas pada satu aspek saja. Secara
komprehensif, syariat mencakup produk-
produk hukum yang berkaitan dengan
aspek ibadah, muamalah, dan aspek-aspek

lainnya.

Faktor daruratlah yang memperkenan-
kan orang melaksanakan shalat dengan me-
ninggalkan sebagian rukunnya ketika tidak
mampu melaksanakannya. Sebuah hadis

yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain

ra. menuturkan,




¢6

Aku pernah menderita wasir, lalu
aku bertanya kepada Nabi perihal
bagaimana melaksanakan shalat.
Kemudian beliau bersabda, ‘Shalatlah
dengan berdiri, jika tidak mampu,
maka shalatlah dengan duduk, dan
Jjika tidak mampu juga, maka shalatlah
dengan berbaring. (HR. al-Bukhari)

7
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Berdasarkan faktor darurat pula,
manusia mendapat keringanan atau
rukhsah dalam melaksanakan ibadah,
seperti rukhsah untuk mengqgasar
dan menjamak shalat.

7



DR. Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

- [

L A LS_JUL*@ ;;_,.1{

-
i

ql} N Jwavu\f)w}

g <

2l alis o

- N’

-
-""- = & :.{

2

i

“Aku pernah menderita wasir, lalu aku
bertanya kepada Nabi perihal bagaimana
melaksanakan shalat. Kemudian beliau ber-
sabda, ‘Shalatlah dengan berdiri, jika tidak
mampu, maka shalatlah dengan duduk, dan

jika tidak mampu juga, maka shalatlah dengan
berbaring.” (HR. al-Bukhari)*

Karena faktor darurat, muncul hukum
alternatif terkait melaksanakan shalat da-
lam keadaan perang dengan tata cara khu-

sus, yang dikenal dengan nama shalat

41 Hadis diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan ulama hadis
lainnya. Lihat Shahth al-Bukhdri, nomor 1117 dan Fath al-
Bfiri, jilid 2, him. 587.
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Khauf. Tata cara dalam pelaksanaannya di-
sesuaikan dengan kondisi darurat yang te-
ngah dialami orang-orang yang sedang ber-

perang.
Allah swt. berfirman,
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“Dan apabila kamu berada di tengah-
tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak
mendirikan shalat bersama-sama mereka,
maka hendaklah segolongan dari mereka ber-
diri (shalat) besertamu dan menyandang sen-
jata, kemudian apabila mereka (yang shalat
besertamu) sujud (telah menyempurnakan
satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah
dari belakangmu (untuk menghadapi musuh)
dan hendaklah datang golongan kedua yang
belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah
mereka denganmu, dan hendaklah mereka
bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-
orang kafir ingin supaya kamu lengah ter-
hadap senjatamu dan harta bendamu, lalu me-
reka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan
tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-
senjatamu jika kamu mendapat suatu ke-

susahan karena hujan atau karena kamu

&1
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memang sakit. Dan siap siagalah kamu. Se-
sungguhnya Allah telah menyediakan azah
yang menghinakan bagi orang-ovang kafir itu.”
(QS. an-Nisa" [4]: 102)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan

dari Ibnu Umar ra., bahwa dia berkata,
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"Aku pergi berperang bersama Rasulullah
saw. di jalan menuju Najd. Kami berhadap-
hadapan dengan musuh. Kami berbaris meng-
hadap ke arah mereka. Lantas beliau berdiri
melaksanakan shalat bersama kami. Seke-
lompok sahabat berdiri ikut shalat bersama
beliau dan sekelompok yang lain menghadap
ke arah musuh. Beliau rukuk dan sujud dua
kali bersama kelompok yang bersamanya. Ke-
mudian (setelah selesai shalat) mereka bubar
menuju tempat kelompok kedua yang belum
melaksanakan shalat. Lalu kelompok kedua ini
datang dan beliau rukuk bersama mereka dan
sujud dua kali kemudian mengucapkan salam
Lalu masing-masing dari mereka rukuk satu

kali dan sujud dua kali sendiri-sendiri.”
(HR. al-Bukhari).

42 Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhdrf,
Kitab al-Khauf nomar 942. Lihat Fath al-Bdri, jilid 2, him. 429,
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Berdasarkan faktor darurat pula, ma-
nusia mendapat keringanan atau rukhsah
dalammelaksanakanibadah, sepertirukhsah
untuk mengqgasar dan menjamak shalat.
Berbagai bentuk rukhsah yang diberlakukan
syariat dalam ibadah dan muamalah ber-
tujuan menghadirkan kemaslahatan dan

menghilangkan kesulitan dan kesukaran.

Dalam mazhab Hanafi, terdapat dua ka-
idah alternatif, vyaitu istihsdn dharirah
dan istihsan mashlahah ‘ammah. Dengan
menggunakan dua kaidah tersebut, seorang
mujtahid bisa meninggalkan metode giyas
(analogi) dan kaidah yang sudah menjadi
pakem, kemudian menggunakan standar
hukum alternatif yang lebih memperhati
kan kondisi-kondisi darurat dan meng-

utamakan kemaslahatan.

Sebagai contoh, diterimanya kesaksian

berdasarkan pendengaran dalam hukum
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pernikahan, warisan, dan wakaf, meski-
pun menurut hukum asalnya, kesaksian
hanya bisa diterima berdasarkan pengli-
hatan langsung dengan mata kepala. Ke-
saksian berdasakan pendengaran bisa di-
terima dan dinilai sah demi menjaga ke-
maslahatan keluarga yang lebih besar dan
menjamin perlindungan terhadap harta
milik pribadi dan harta milik publik. Di
samping itu, urusan-urusan tersebut bia-
sanya hanya dipahami secara detail oleh

orang-orang terdekat saja.

Para ulama juga memutuskan bahwa
para buruh yang bergabung dalam asosiasi
seperti para tukang jahit dan tukang set-
rika, tetap harus memberikan jaminan
dan bertanggung jawab (apabila ada ke-
rusakan barang), meskipun mereka men-
jadi pengurus asosiasi. Padahal para pe-

ngurus tidak dapat dimintai jaminan dan

pertanggungjawaban atas barang yang di-
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amanatkan kepadanya, kecuali ketika me-
reka lalai. Keputusan ini diambil dalam
rangka menjamin perlindungan terhadap
harta dan barang orang lain agar tidak
dicederai dan tidak disepelekan.®

Terkait hal ini, Syekh Musthafa az-
Zarga—semoga Allah merahmatinya mem-
peringatkan bahwa maksud dari kata dha-
rirah  dalam kaidah istihsén dhariirah,
bukan kondisi darurat yang menempatkan
seseorang dalam kondisi terpaksa, seba-

gaimana yang populer dan dipahami oleh

kebanyakan ulama fikih. Menurut mereka,
dhartirah adalah kondisi dan situasi darurat
yang menyebabkan beberapa perkara yang
pada mulanya terlarang dan diharamkan
berubah menjadi mubah dan diperbolehkan
semata-mata untuk menyelamatkan manu-

sia dari kebinasaan, seperti orang terpak-

43 Lihat al-fmam Bi Ushal o-Ahkdam karya DR. Muhammad Fauzi
Faidhullah, him. 78.

56




DR. Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

sa meminum arak (khamr) dan memakan
bangkai atau babi untuk menyelamatkan
jilwanya dari kehausan dan kelaparan,
sebab tidak ada lagi makanan dan
minuman selain bangkai, babi, dan arak.

Dhariirah menurut mereka adalah keada-
an yang dwima]{sudkan oleh firman Allah
?j{h;'lll.;'}’é (kecuali apa saja yang kamu
terpaksa memakannya) setelah menjabar-

kan beberapa perkara yang diharamkan.

Sedangkan dharirah dalam istihsan
dhartirah adalah kebutuhan pada hukum
yang paling mudah dan hukum yang paling
layak dipilih untuk menghilangkan kesulit-
an, serta paling sejalan dengan maksud dan
tujuan utamapenyelenggaraan syariatIslam.
Namun, istihsdn dharirah bukan merupakan
kaidah utama yang menjadi rujukan hukum

terkait menjaga keselamatan nyawa dan

&7
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melindungi harta benda, mengingat sifatnya

yang alternatif.*

44 Lihat al-Istishigh Wa al-Mashdalih al-Mursalah Fi asy-Syori‘ah
afl-Isiadmiyvah Wa Ushil Fighihd karya Syekh Musthafa Ahmad
az-Zarga, him. 29, cetakan pertama, Dar al-Qalam, Damas-
kus.
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BAB 2

CONTOH TERAPAN FiKiH

DARURAT PADA ZAMAN
DAHULU



5 Contoh Terapan Fikih Darurat
Zaman Dahulu

. Pilihan Nabi Yusuf menjadi bendahara

kerajaan kafir.

. Kebijakan Khalifah Umar ra. mem-
batalkan eksekusi potong tangan pada

masa paceklik.

. Kebijakan Khalifah Utsman ra. me-

nyatukan mushaf dan membakar

semua mushaf lainnya.

. Kebijakan hakim Syuraih agar setiap
pengrajin harus memberi jaminan dan

bertanggung jawab atas kerusakan.

. Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul
Aziz mengatasi kemungkaran secara

persuasif dan bertahap.
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etelah kami menjelaskan pijakan dasar
Sﬁ]{ih darurat dan landasan legalitasnya,
kami perlu menghadirkan beberapa contoh
penerapan fikih darurat pada masa lalu dan

masa sekarang.

Penerapan fikih darurat merupakan
tuntutan alamiah yang sejalan dengan fitrah
manusia dan dibutuhkan di setiap zaman.
Tuntutan atas penerapannya semakin kuat
setiap kali umat Islam mengalami kondisi
dan situasi sulit, seperti keadaan terjepit,
dalam posisi bahaya, atau merasa tidak

berdaya.

Namun, sebagian orang mengira fikih
darurat adalah produk zaman modern ka-
rena mereka melihat kebutuhan terhadap-

nya pada zaman sekarang ini sangat besar.
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Sehingga tak jarang mereka antipati dan

menolaknya.

Barangkali contoh terapan fikih daru-
rat pada zaman dahulu berikut ini akan
menegaskan keautentikannya dan mem-
buktikan bahwa fikih ini bukan merupakan
produk zaman modern. Setidaknya ada lima
contoh terapannya pada zaman dahulu yang

menurut penulis layak disebutkan:

1. Sikap Nabi Yusul as. ketika meminta

raja Mesir agar mengangkatnya se-
bagai bendahara kerajaan yang me-
nangani urusan keuangan negara.

Permintaanitudikabulkan. Dalam halini
Nabi Yusuf as. menduduki jabatan penting
di sebuah kerajaan yang tidak mengimani
Allah dan bertindak sewenang-wenang pada
sesama hamba-Nya. Nabi Yusuf melaku-kan
hal itu (menduduki jabatan) semata-mata

karena dia percaya, dengan jabatannya, dia
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bisa menghindarkan keburukan besar dari
kehidupan orang banyak dan mewujudkan
kesejahteraan bagi rakyat Mesir.

Allah swt. menjelaskan dalam firman-
Nya,

wwwnmg £ aud) J6;

i S L

J ‘mug;upm Oy duw

“Dan raja berkata, ‘Bawalah Yusuf ke-
padaku agar aku memilih dia sebagai orang
yang rapat kepadaku.” Maka tatkala raja
telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata,
‘Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi
seorang yang berkedudukan tinggi lagi di-
percayai pada sisi kami." Berkata Yusuf, Ja-
dikanlah aku bendaharawan negara (Mesir),

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai
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menjaga lagi berpengetahuan.” (QS. Yasuf
[12]: 54-55)

Imam al-Qurthubi—semoga Allah me-
rahmatinya—ketika menafsirkan ayat di
atas, menuturkan, sebagian ulama menya-
takan bahwa ayat ini membolehkan orang
yang baik bekerja untuk orang yang jahat,
atau membolehkannya berkarir di peme-
rintahan kafir. Namun, dengan syarat dia
betul-betul mengetahui bahwa urusan atau
tugas yang dilimpahkan kepadanya tidak
bertentangan dengan dirinya sehingga dia
memiliki wewenang dalam mengambil ke-
bijakan dan menjalankan tugas sesuai de-
ngan kehendaknya. Adapun bila tugasnya
disetir oleh kepentingan dan syahwat
atasannya yang jahat dan kafir, dia tidak
diperbolehkan bekerja untuknya. Namun,
sekelompok ulama menyebutkan bahwa
kasus yang dialami Nabi Yusuf ini bersifat
situasional sehingga tidak boleh diterapkan
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pada zaman sekarang. Pendapat pertama
lebih utama asalkan persyaratan yang tadi

disebutkan terpenuhi. Walldhu a’lam.”

Hal itu dikuatkan oleh Imam Ibnu
Taimiyah—semoga Allah merahmatinya.
Dia memperlebar penjelasan dan analisisnya
atas pertimbangan yang diambil oleh Nabi
Yusuf. Nabi Yusuf telah memilih keburukan
yang paling ringan dampaknya dan
menghindari mafsadah yang paling besar
kerusakannya dengan menerima jabatan

bendaharawan negara.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa sa-
lah satu contoh dari pembahasan “memilih
keburukan yang paling ringan dan meng-
hindari dampak negatif yang paling besar”
adalah kesediaan Nabi Yusuf as. memangku
urusan perbendaharaan keuangan negara
kerajaan Mesir. Bahkan itu merupakan per-
mintaannya sendiri agar raja mengangkat-

45 Lihat al-Jdmi’ Li Ahkdm al-Qur’dn, jilid 9, him. 215.
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nya sebagai bendahara kerajaan meskipun
raja dan rakyatnya tidak mengimani Allah.
Sebagaimana diterangkan oleh Allah swt.
dalam ayat berikut ini,

uuL\JL‘_}i;C,._:mﬁfl,m}
_,Lm;,\d.-..d.,f;.uu:,u
uufx_;;i;a.ﬁj,um *"’Jf.b

i

Sl 2l s &l

“Dan sesungguhnya telah datang Yusuf
kepadamu dengan membawa keterangan-
keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam ke-
raguan tentang apa yang dibawanya kepada-
mu, hingga ketika dia meninggal, kamu berka-
ta, ‘Allah tidak akan mengirim seorang (rasul
pun) sesudahnya.” Demikianlah Allah menye-

satkan orang-orang yang melampaui batas dan
ragu-ragu.” (QS. al-Mu min [40]: 34)
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..-' .-".-"'

0P O ;i d;;m o b
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“Hai kedua penghuni penjara, manakah

o
-
g

yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-
macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi
Mahaperkasa?” (QS. Yisuf [12]: 39)

Sebagaimana yang kita pahami ber-
sama bahwa kerajaan tempat Nabi Yusuf
hidup merupakan kerajaan kafir dan tidak
mengimani Allah swt. Sistem pemerinta-
hannya tidak dijalankan berdasarkan syari-
at Allah dan tidak berlandaskan keadilan
sebagaimana yang diajarkan para nabi, ter-
utama terkait pengelolaan keuangan ke-
rajaan yang berhubungan dengan kebu-
tuhan raja sendiri, keluarga, tentara dan
rakyatnya. Di waktu yang bersamaan Nabi
Yusuf belum mampu melakukan apa yang

dia kehendaki, yakni menerapkan ajaran

Q7



Fikih Darurat

agama Allah. Sementara masyarakat belum
mau menerima dakwahnya. Dalam hal ini
yang sanggup dia lakukan adalah mene-
gakkan keadilan dan kebaikan melalui ja-
batan yang dia duduki. Dengan wewenang
yang dimilikinya, dia dapat memuliakan
orang-orang yang beriman dari kalangan
keluarganya, yang tentu saja hal itu tidak
bisa dia lakukan ketika dia tidak memiliki
wewenang itu. Semua ini tercakup dalam

kandungan firman Allah swt.,

g & A

r-.-l:..w\ Lo anl |56
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah

menurut kesanggupanmu.”

(QS. at-Taghabiin [64]: 16)

Apabila dua kewajiban bertemu dan ti-
dak mungkin dikumpulkan atau keduanya
tidak mungkin dilaksanakan sekaligus, ke-
wajiban yang paling kuat harus didahulu-
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Salah satu contoh dari pembahasan
‘memilih keburukan yang paling ringan
dan menghindari dampak negatif
vang paling besar adalah kesediaan
Nabi Yusuf as. memangku urusan
perbendaharaan keuangan negara
kerajaan Mesir,

—Imam Ibnu Taimiyah

27
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Apabila dua kewajiban bertemu dan
tidak mungkin dikumpulkan atau
keduanya tidak mungkin dilaksanakan
sekaligus, kewajiban yang paling kuat
harus didahulukan.

7
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kan. Dalam hal ini, kewajiban yang lain—
yang tidak dilaksanakan—tidak lagi men-
jadi sebuah kewajiban, dan orang yang me-
ninggalkannya karena melaksanakan ke-
wajiban yang paling kuat pada hakikatnya
tidak bisa disebut sebagai orang yang me-

ninggalkan kewajiban.

Begitu juga, apabila dua keharaman
bertemu dan tidak mungkin meninggalkan
keharaman yang lebih besar, kecuali deng-
an melakukan keharaman yang lebih kecil,
dalam hal ini, melakukan keharaman yang
kecil pada hakikatnya tidak diharamkan,
meskipun hal itu tetap saja merupakan
perbuatan meninggalkan kewajiban. Na-
mun, melakukan keharaman yang lebih
kecil dalam konteks ini merupakan per-

buatan haram yang tidak membahayakan.

Maksud dari meninggalkan keharaman
yang lebih besar dan memilih keharaman
yang lebih kecil adalah meninggalkan ke-
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wajiban karena uzur atau unsur maslahat-
nya lebih besar, dalam kondisi darurat, atau
untuk menghindari perkara yang jauh lebih
diharamkan.

Kemudian Ibnu Taimiyah menambah-
kan bahwa perkara-perkara yang kompleks
semacam ini (karena keadaan darurat) me-
rupakan topik pembahasan yang sangat
luas dalam hukum Islam, apalagi pada
zaman dan tempat yang jejak-jejak Ra-
sulullah dan para sahabatnya sudah ber-
kurang. Perkara semacam ini kian me-
nyeruak pada masa yang kian beranjak
jauh dari zaman kenabian. Semakin surut
pengaruh Nabi dan para sahabatnya maka
benturan-benturan yang muncul karena
perkara yang kompleks ini semakin ber-
tambah banyak. Hal itu jika tidak dicarikan
solusi yang relevan bisa menjadi salah satu
sebab kemunculan fitnah (kekacauan) di
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tengah-tengah umat Islam.*

2. Kebijakan Khalifah Umar bin al-Kha-
thab ra. membatalkan eksekusi potong

tangan pada masa paceklik.

Diriwayatkan dari Umar ra. bahwa
budak-budak milik Hathib bin Abi Balta’ah
menyembelih (mencuri) seekor unta milik
seseorang dari kabilah Muzannah. Umar
menyuruh menggugurkan hukuman Ialu
berkata kepada Hathib, “Sungguh aku me-
lihat engkaulah yang membuat mereka
kelaparan.”"” Umar membatalkan hukuman
potong tangan terhadap mereka lantaran
menurut perkiraannya, Hathib sendiri yang

menyebabkan mereka kelaparan.*

46 Lihat Majma’ af-Fatdwa, jilid 20, him. 56-57.

47 Dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam Ba&b Ma JG a FI Tashnif
al-Gharamah, Kitab as-Sariqah, Sunan ol-Kubra, jilid &, him,
278. Dikeluarkan pula oleh Abdur Razzaq dalam Bdéb Sarigah
al-Abd, Min Kitab al-Lugathah, al-Mushannaf, jilid 1, him,
248-249, dikutip dari tim pentahkik al-Mughni karangan Ibnu
Qadamah, jilid 12, him. 463.

48 Lihat al-Mughni karangan Ibnu Qadamabh, jilid 12, him. 463,
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Al-Juzajani meriwayatkan dari Umar
ra. bahwa dia berkata, “Tidak ada hukuman

potong tangan pada tahun-tahun paceklik.”"

Al-Juzajani menuturkan, "Aku bertanya
kepada Ahmad tentang hal ini, ‘Apakah
kamu juga akan mengatakan seperti itu?’
Ahmad menjawab, ‘Tya. Aku tidak akan
memotong tangannya karena dia terdesak
oleh kebutuhan pada saat orang lain sama-
sama mengalami kesusahan dan paceklik
pangan.” Setelah menyebutkan pernyataan
dari Imam Ahmad di atas, Ibnu Qadamah
mengatakan, “Pernyataan yang sama juga

dituturkan oleh al-Auza'i.””"

Dalam kitab Maustiah Figh ‘Umar ibn
al-Khaththab, terdapat keterangan, “Yang

49 Dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dalam Bdb al-Qath'i Fi ‘Am
Sanah, Min Kitab al-Lugathah, al-Mushannaf, jilid 10, him.
242. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Bdab Fi
ar-Raful Yasriqu at-Toamr Wa ath-Tha'Gm, Min Kitab al-Huddd,
jilid 10, him. 27.

50 Lihat al-Mughni, jilid 12, him. 462-463.
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patut diperhatikan di sini adalah bahwa
Umar memahami kondisi darurat sebagai
kondisi sulit dan penuh keterpaksaan yang
harus dipertimbangkan.”™! Tidak diragukan
lagi bahwa langkah yang diambil Umar ini
termasuk dalam kategori membumikan
fikih darurat dan memperhatikan kondisi-
kondisi pengecualian (di luar kelaziman).
Dan tak ada seorang sahabat pun yang
menolak kebijakan darurat yang diambil
oleh Umar ini. Ijtihad yang diambilnya
adalah keputusan cerdas yang berkekuatan
hukum.

3. Kebijjakan Khalitah Utsman bin Attan

ra. saat menyikapi perselisihan terkait
mushal-mushal al-Quran dan perin-
lahnya untuk menyalu]{annya (me-
nyalinnya) ke dalam satu mushal
serta menyeragamkan bacaannya, lalu

membakar mushaf-mushat lainnya.

51 Lihat Mausd’'ah ‘Umar bin al-Khaththab RadhivaflGhu Anhu
karya DR. Muhammd Rawas Qal‘ahji.
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Imam al-Bukhari dalam kitab Shahth-
nya, meriwayatkan dari Anas bin Malik ra.
bahwa Hudzaifah bin al-Yaman mendatangi
Khalifah Utsman. Saat itu dia sedang ber-
perang bersama penduduk Syam dan Irak
dalam penaklukan Armenia dan Azerbaijan.
[a dikagetkan oleh perbedaan mereka dalam
membaca al-Quran. Hudzaifah melapor ke-
pada Utsman, "Wahai Amirulmukminin,
selamatkanlah umat ini sebelum mereka
bertikai dalam urusan al-Quran, seperti

pertikaian kaum Yahudi dan Nasrani.”

Utsman lantas mengutus seseorang
menemui Hafshah untuk memintanya me-
ngirimkan lembaran-lembaran al-Quran
yang ia simpan supaya disalin ke dalam satu
mushaf. Setelah selesai, lembaran itu akan
dikembalikan kepadanya. Hafshah lalu me-
ngirimkannya kepada Utsman.

Lantas Khalifah Utsman memerintah-
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kan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin az-Zubair,
Sa’id bin al-Ash dan Abdur Rahman bin al-

Harits bin Hisyam untuk menyalinnya ke
dalam satu mushaf. Utsman berkata ke-
pada tiga kelompok kabilah Quraisy, “Apa-
bila kalian dan Zaid bin Tsabit berselisih
bacaan tentang suatu kata dalam al-Quran,
tulislah ia dalam bahasa Quraisy karena
sejatinya al-Quran tidak lain diturunkan
melainkan dengan bahasa mereka.” Mereka

semua menjalankan titah Utsman.

Khalifah Utsman kemudian mengem-
balikan lembaran-lembaran al-Quran itu
kepada Hafshah. Dia lantas mengirim mus-
haf hasil salinan mereka ke masing-ma-
sing wilayah kekuasaan Islam dan meme-
rintahkan membakar setiap lembaran al-

Quran di luar mushaf hasil salinan mereka.”?

Khalifah Utsman memperhatikan ada-

52 Lihat Shahih al-Bukhdri, nomor 4987, Bab Jam’i al-Qur’én
dan Fath al-Bari, jilid 9, him. 11.
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nya kebutuhan yang mendesak untuk me-
nyatukan mushaf al-Quran dan membakar
lembaran yang berbeda darinya. Diriwayat-
kan bahwa tidak ada sahabat yang menolak

keputusannya ini.

Ketika sebagian orang pada masa ke-
khalifahan Utsman mencoba mengecam
kebijakan Utsman, Ali bin Abi Thalib jus-
tru membela dan mengapresiasi keputus-
an yang diambilnya. Suwaid bin Ghaflah
meriwayatkan dari Ali bahwa dia menga-
takan, “Wahai orang-orang, bertakwalah
kalian kepada Allah. Janganlah kalian ber-
lebih-lebihan menyangkut Utsman dengan
menyebutnya sebagai pembakar al-Quran.
Demi Allah, dia tidak membakarnya, me-

lainkan atas kesepakatan semua sahabat
Nabi Muhammad.”

Diriwayatkan dari Umar bin Sa’id bah-
wa dia berkata, “Ali bin Abi Thalib ra. me-
ngatakan, ‘Seandainya aku yang berkuasa
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pada waktu Utsman, sungguh aku akan me-
lakukan seperti apa yang telah dilakukan

Utsman.””>3

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan
legalitas setiap kebijakan atau keputusan
Khulafaurrasyidin di mata hukum Islam.
Dan kita diperintahkan untuk senantiasa
memegang erat ajaran mereka dan meru-
juk pada hukum-hukum yang mereka tetap-
kan. Hukum yang mereka tetapkan adalah
hukum yang sangat mempertimbangkan
kondisi dan situasi darurat, menimbang
unsur kemaslahatan dan mafsadah secara
teliti, serta mengacu pada maksud dan

tujuan utama syariat Islam.

4. Kebijakan hakim Syuraih yang me-
nyatakan bahwa setiap pengrajin
harus memberikan jaminan dan ber-
tanggung jawab.

53 Lihat al-Jdmi’ Li Ahkdm ol-Qur'dn karangan al-Qurthubi, jilid
1, him. 47.
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Kendati pada awal-awal Islam mereka
tidak perlu bertanggung jawab atas ke-
rusakan barang-barang yang ada bersama
mereka. Kebijakan ini diambil Syuraih—
semoga Allah merahmatinya—karena ba-
nyak pengrajin yang menyepelekan barang-

barang orang lain.

Imam asy-Syafii meriwayatkan hal itu
dalam kitab al-Umm, Syuraih berpendapat
bahwa tukang pemutih pakaian harus mem-
berikan jaminan dengan penuh tanggung
jawab. Dia pernah menjatuhkan kewajiban
memberikan jaminan kepada tukang pe-
mutih pakaian yang rumahnya terbakar.
Orang itu bertanya, “Kau mengharuskanku
bertanggung jawab, padahal rumahku ludes
terbakar?” lantas Syuraih balik bertanya,
“Apakah kamu tidak mau menerima upah

seandainya rumahmu terbakar?”
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Al-Juzajani meriwayatkan dari Umar
ra. bahwa dia berkata, Tidak ada
hukuman potong tangan pada
tahun-tahun paceklik.

Al-Juzajani menuturkan, ‘Aku bertanya
kepada Ahmad tentang hal ini, ‘Apakah
kamu juga akan mengatakan seperti
itu?’ Ahmad menjawab, ‘lya. Aku tidak
akan memotong tangannya karena dia
terdesak oleh kebutuhan pada saat
orang lain sama-sama mengalami
kesusahan dan paceklik pangan.’
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Khalifah Utsman memperhatikan ada-
nya kebutuhan yang mendesak untuk
menyatukan mushaf al-Quran dan
membakar lembaran yang berbeda
darinya. Diriwayatkan bahwa tidak
ada sahabat yang menolak
keputusannya ini.
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Di antara ulama dari kalangan tabiin
yang menyatakan kewajiban para pengrajin
harus memberikan jaminan adalah Ibnu
Abi Laila. Dia pernah mengatakan bahwa
para pengrajin harus menjamin kerusakan
barang-barang yang ada bersama mereka
meskipun barang-barang itu tidak mereka

kerjakan sendiri.”

Asy-Syathibi dan ulama lainnya me-
nyebutkan para Khulafaurasyidin mene-
tapkan bahwa tukang pengrajin harus
memberikan jaminan kerusakan barang-
barang yang ada bersama mereka. Khalifah
Ali pernah berkata, “Tidak mendatangkan
kemaslahatan untuk orang banyak, kecuali

dengan hal itu (memberi jaminan).”™”

Hanya saja, Imam asy-Syafii menga-
takan, ada sebuah riwayat yang terkadang
diriwayatkan dari satu jalur yang tidak

54 Lihat al-Umm karangan Imam asy-Syafi'l, jilid 7, him. 87.
55 Lihat al-I'tishdm, karangan asy-Syathibi, jilid 2, him. 292.
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populer di kalangan ulama hadis, bahwa
Ali ra. pernah mewajibkan jaminan kepada
tukang cuci pakaian dan tukang pewarna
pakaian sembari berkata, “Tidak menda-
tanglkan kemaslahatan untuk orang banyak,
kecuali hal itu (memberi jaminan).” Imam
asy-Syafi'i berkata, “Ibrahim bin Abi Yahya
dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya
mengatakan bahwa Ali telah mengucapkan
hal itu. Diriwayatkan dari Umar bahwa
dia mewajibkan jaminan hanya kepada
sebagian pengrajin. Namun, riwayat ini me-
miliki jalur periwayatan yang lemah jika
dibandingkan dengan riwayat sebelumnya.
Kami tidak mengetahui mana salah satu dari
keduanya yang kuat. Diriwayatkan pula dari
Ali bahwa dia tidak mewajibkan jaminan
kepada salah seorang buruh, tetapi riwayat

ini memiliki jalur periwayatan yang lemah.

56 Lihat al-Umm, jilid 7, him. 88. Poin penting ini digarisbawahi
oleh DR. Muhammad Sa’id Ramadhan Buthi dalam kitabnya,
Dhawdabith al-Mashlahoh Fi asy-Syari‘ah al-Islamiyoh, him.
310-311, cetakan kelima.
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Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan
Hakim Syuraih dan Ibnu Ali Laila yang te-
lah mewajibkan jaminan dan membebankan
tanggung jawab kepada para pengrajin, di-
dasarkan pada fikih darurat dan memper-
timbangkan kemaslahatan temporal yang

muncul saat itu.

5. Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul
Aziz ra. terkait banyaknya kemung-
karan yang terjadi pada masa kekua-
saannya dan cara mengatasinya secara
bertahap dengan sikap yang penuh

kelembutan.

Umar bin Abdul Aziz sendiri menyadari
bahwa orang-orang yang sudah terbiasa
melakukan kemungkaran, tidak bisa diubah
dengan sikap keras dalam waktu singkat.

Imam asy-Syathibi meriwayatkan da-
lam kitabnya al-Muwifagat, bahwa Abdul
Malik bin Umar bin Abdul Aziz pada
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suatu hari pernah bertanya kepada ayah-
nya, “Ada apa denganmu sampai tidak men-
jatuhkan hukuman keras kepada mereka?
Demi Allah, aku tidak peduli meskipun ke-
putusanmu mahal ongkosnya bagiku, tetap
akan aku laksanakan, asal engkau tetap
berada di jalan kebenaran!” Ayahnya,
yakni Umar, berkata, “Jangan tergesa-gesa,
anakku. Sesungguhnya Allah mengecam
minuman khamr dua kali dalam al-Quran
dan baru mengharamkannya pada kecaman
yang ketiga. Sungguh aku takut apabila aku
menjatuhkan hukuman kepada mereka
dalam sekali pertimbangan yang tergesa-
gesa, mereka justru akan menolaknya se-
hingga yang terjadi justru pertikaian dan
kekacauan”.””

57 Lihat al-Muwdfagdt, jilid 2, him. 93-94. Terdapat dalam Hi-
Iyah al-Auliyéi’, karangan Abu Nu'aim, jilid 5, him. 281 dan
dalam Mandqib ‘Umar, karangan lbnu al-Jauzi, him. 88.
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Begitulah sikap Khalifah Umar bin
Abdul Aziz ra. yang memperhatikan kondisi
masyarakat pada masa pemerintahannya,
yang mana mereka sudah terbiasa berbuat
kezaliman. Dia memperlihatkan sikap lem-
butnya dalam memberantas kemungkaran.
Baginya ketergesa-gesaan dalam memper-
baiki keadaan masyarakat, justru bisa me-
nimbulkan penolakan dan bisa berujung

kekacauan.

Pengetahuan Umar bin Abdul Aziz
yang luas tentang kondisi dan situasi yang
dialami rakyatnya, membuatnya meng-
ambil langkah persuasif dalam meng-
hadapi masalah kemungkaran. Dia meng-
atasinya secara bertahap, tidak langsung
membebani dengan beban yang berat. Da-
lam hal ini dia memilih keburukan yang
paling kecil dampak negatifnya atau me-
milih mafsadah yang paling ringan dan
meninggalkan keburukan atau mafsadah
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yang jauh lebih besar. Para ulama dan juru
dakwah selalu melihat kebijakan Khalifah
Umar bin Abdul Aziz ini sebagai contoh
kepemimpinan yang baik dan patut dija-
dikan teladan.

Lima contoh terapan di atas, menegas-
kan bahwa umat Islam terdahulu sangat
memperhatikan keadaan-keadaan darurat
ketika berijtihad menetapkan suatu hukum.
Secara substansial, mereka telah memprak-
tikkan nilai-nilai yang diusung oleh fikih
darurat. Mereka menyelesaikan problem
hukum di zaman mereka dengan penuh
ketelitian dalam menimbang antara mas
lahat dan mafsadah, maslahat dan maslahat,
atau mafsadah dan mafsadah. Hal ini me-
nunjukkan luasnya keilmuan dan visi me-
reka, menegaskan kebijaksanaan dalam me-

ngedepankan kemaslahatan umat.
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Di dalam berbagai mazhab fikih, penulis
menemukan banyak contoh hukum dan fat-
wa, baik menyangkut urusan pribadi mau-
pun publik yang dapat dikategorikan ke
dalam fikih darurat. Seperti pendapat yang
menyatakan keabsahan pengambilalihan
kekuasaan atas suatu wilayah dalam keada-
an darurat.”® Lalu pendapat yang membo-
lehkan shalat dengan memakai bahasa se-
lain Arab atau mengucapkan kalimat-kali-
mat takbir dengan bahasa Persia ketika
yang bersangkutan tidak mampu berbahasa
Arab. Contoh kedua ini diriwayatkan dari
pendapat Imam AbuHanifah—semoga Allah
merahmatinya—sebagaimana diriwayatkan
pula bahwa dia menarik kembali pendapat

tersebut.””

58 Lihat al-Ahkdm as-Sulthdniyah karangan al-Mawardi, him. 37,
ditahkik oleh Muhammad Hamid al-Faqi

59 Lihat al-Mabsiith karangan as-Sarkhasi, jilid 1, him. 27 dan
Radd al-Muhtdr ‘AlG ad-Durar al-Mukhtdr karangan lbnu
Abidin, jilid 1, him. 325. Lihat pula analisa pendapat ini oleh
Syekh Muhammad Abu Zahrah—semoga Allah merahmati-
nya—dalam kitabnya, Abu Hanifah, him. 209-215,
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Contoh lainnya adalah pendapat yang
menyatakan kebolehan melakukan sesuatu
yang haram sesuai kadar minimal yang
dituntut oleh kebutuhan pada saat keha-

raman sudah merajalela.

Imam Izzuddin bin Abdus Salam ber-
pandangan, seumpama keharaman sudah
merebak di suatu wilayah dan tidak lagi di-
temukan kehalalan maka diperbolehkan
melakukan sesuatu yang haram sesuai ka-
dar yang dituntut oleh kebutuhan. Kebo-
lehan melakukan sesuatu yang haram ini
tidak bertumpu pada kondisi darurat. An-
dai kata didasarkan padanya, akan me-
nyebabkan umat Islam tidak berdaya,
sehingga orang-orang kafir leluasa berku-
asa dan berbuat sewenang-wenang di wi-
layah Islam. Masyarakat tidak harus ber-
henti dari profesi dan pekerjaan yang men-
jadi tumpuan kepentingan banyak orang,



DR, Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

Namun, kekayaan yang diperoleh dari
sesuatu yang haram ini tidak dapat di-
salurkan secara leluasa. Sebaliknya, harta
haram ini diperketat pembelanjaannya se-
suai kebutuhan. Ia tidak boleh dibelanja-
kan untuk konsumsi makanan yang enak,
minuman yang lezat, dan pakaian-pakaian
mewah yang sifatnya tersier. Pasalnya,
kepentingan umum bagaikan kondisi da-

rurat pribadi.

Lebih jauh lagi, Imam Izzuddin menya-
takan, “Siapa yang memahami secara men-
dalam tentang maksud dan tujuan uta-
ma syariat Islam dalam kaidah ‘menda-
tangkan kemaslahatan dan menghindarkan
mafsadah, niscaya tumbuh dalam dirinya
suatu pengetahuan bahwa maslahat tidak
boleh dikesampingkan dan mafsadah juga
tidak boleh didekati, kendati dalam suatu

perkara yang sedang dicari solusinya dia
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tidak menemukan dalil yang membahas-
nya secara spesifik dalam nash al-Quran-
hadis, ijmak ataupun giyas. Namun, dengan
sendirinya dia akan mengetahui bahwa
maslahat harus diwujudkan dan mafsadah
harus ditinggalkan. Pengetahuan tersebut
lahir dari pemahaman yang mendalam
atas substansi (maksud dan tujuan) syariat

Islam.”®"

Contoh terakhir adalah pendapat Imam
Ibnu al-Qayyim—semoga Allah merahmati-

nya—tentang perempuan yang haid se-
belum tawaf ifadhah.

Ibnu al-Qayyim menyatakan, “Dia boleh
menjalankan tawaf dalam keadaan haid.
Haid yang dialaminya adalah sebuah ke-
daruratan yang menuntutnya memasuki
Masjidil Haram lalu tawaf mengelilingi

60 Lihat Qawd’id al-Ahkam Fi Mashalih al-Andm, jilid 2, him.
159-160.
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Ka'bah meskipun sedang mengalami haid.
Hal itu tidak menyalahi kaidah-kaidah sya-
riat Islam, bahkan sesuai dengan magdshid
syariyah, seperti kasus-kasus darurat yang
diselesaikan dengan merujuk padanya,
sebagaimana yang telah diterangkan se-
belumnya. Sekali lagi hal itu tidak menya-
lahi syariat Islam karena kewajiban atau
persyaratan ibadah seseorang akan gugur
apabila dia tidak mampu memenuhinya.
Dalam syariat Islam, tidak ada kewajiban
yang dibebankan pada seseorang jika dia
dalam kondisi tidak mampu dan tidak pula
ada keharaman yang harus dihindari ketika

dia dalam keadaan darurat dan terpaksa.””’

Sebelum sampaipadakesimpulandiatas,
Ibnu al-Qayyim telah menjelaskan pendapat
para ulama lainnya secara panjang lebar.

Kesimpulan itu merujuk pada pendapat

61 Lihat I'ldm al-Mu'awwigin, jilid 3, him. 19-20, ditahkik oleh
Thaha Abdur Rauf Sa’ad, Dar al-labal, Beirut.
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gurunya, yakni Imam Ibnu at-Taimiyah—
semoga Allah merahmatinya.®

62 Lihat Majmd’ al-Fatdawd, jilid 26, him. 176 dan kelanjutannya.
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CONTOH TERAPAN FIKIH
DARURAT PADA ZAMAN
SEKARANGS:



5 Contoh Terapan Fikih Darurat
Zaman Sekarang

1. Hukum seorang muslim yang meng-

ambil kewarganegaraan non-Islam.
2. Hukum aborsi.

3. Fatwa yang mengizinkan bekerja di
bank riba.

4, Fatwa yang membolehkan mengambil
pinjaman ryiba untuk membangun

madrasah.

5. Fatwa yang mengizinkan bekerja men-

jual barang-barang haram.

63 Penulis akan menyebutkan dan menjelaskan contoh-contoh
fatwa dan hukum yang ditetapkan oleh para ulama pada
zaman sekarang berlandaskan asas darurat. Namun, pen-
jelasan ini tidak berarti secara otomatis menunjukkan per-
setujuan penulis atas fatwa dan hukum tersebut. Penulis
hanya menyebutkan dan menjelaskannya sebagai contoh
hukum yang ditetapkan oleh ulama pada zaman sekarang
yang sesuai dengan kategori fikih darurat. Penulis tidak se-
dang melakukan ijtihad mengeluarkan hukum, tidak sedang
membuka ruang perdebatan dan diskusi yang berujung pada
memilih pandangan atau pendapat yang paling kuat. Karena
setiap pembahasan tentu memiliki tempatnya masing-ma-
SiNg.
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unculnya kebutuhan fikih darurat di-
Msebabkan kondisi dan situasi sulit di
luar batas kelaziman. Hal tersebut selalu
muncul di setiap zaman dan dialami oleh
berbagai generasi. Umat Islam pada zaman
dahulu sudah mengalaminya. Seiring deng-
an perkembangan perubahan zaman, umat
Islam pada zaman sekarang justru meng-
hadapi kondisi dan situasi yang lebih sulit,
mengingat saat ini mereka hidup dalam
dominasi bangsa asing. Umat Islam zaman

sekarang berada dalam posisi yang lemah.

Berdasarkan hal itu, kemudian muncul
pandangan-pandangan baru terkait hukum
[slam atau fatwa-fatwa kontemporer yang
berpijak di atas dasar fikih darurat. Antara
lain sebagai berikut:
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1. Hukum tentang seorang muslim yang
mengumbil kewarganegaraan non-Is-
lam atau berdomisih di negara dengﬂn

mayoritas penduduknya non-Islam.

Majalah Akademi Fikih Islam Internasio-
nal yang diterbitkan di Saudi Arabia tahun
1408 H/1987 M, edisi ketiga, bagian kedua,
memuat kumpulan fatwa yang membahas
permasalahan ini. Kesimpulan dari kum-
pulan fatwa itu adalah mengambil kewar-
ganegaraan dari negara non-muslim ter-
masuk hal-hal yang diperbolehkan dalam
keadaan darurat. Sebagaimana ketika se-
orang muslim terusir dari negara asalnya,
lalu nyawa, keluarga, dan kehormatannya
berada dalam bahaya. Sementara dia tidak
bisa memperoleh suaka dari negara-negara
[slam, karena negara-negara tersebut tidak
mau menerima kedatangan imigran. Maka
dia boleh mengambil kewarganegaraan dari

negara-negara non-Islam yang inau mene-
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rimanya. Kendati demikian, dia tetap wajib
berniat dan bertekad untuk kembali atau
berpindah ke negara-negara Islam ketika
ada kesempatan atau larangan atas ma-
suknya imigran telah dicabut. Begitu juga
pada saat genting dan membahayakan
keselamatannya, dia wajib memilih salah
satunegara—diantara beberapanegarayang
dia mintai suaka—yang dia yakini mampu
menjamin kebebasannya dalam menjalan-
kan kewajiban-kewajiban agamanya, baik
kewajiban yang sifatnya individu maupun

sosial.?

2. Jawaban Syekh DR. Muhammad
Ramadhan Buthi ketika ditanya ten-
tang hukum aborsi.

Beliau menyatakan bahwa aborsi dibo-

64 Lihat kitab Figh ad-Dharirah Wa Tathbigatuhu al-Mu‘dshirah
karya DR. Abdul Wahab |brahim Abu Sulaiman, him. 124. Li-
hat juga riset penting tentang tema ini yang ditulis oleh DR.
Muhammad 5a’id Ramadhan Buthi dalam kitab Qadhdya
Mu‘dshirah.
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lehkan dengan syarat umur janin tidak lebih
dari enam minggu dan harus berdasarkan
kesepakatan suami dan istri. Apabila terjadi
kondisi darurat, seperti penyakit berbahaya
yang mengancam keselamatan sang ibu
jika kehamilan diteruskan, dibolehkan me-
lakukan aborsi dengan syarat umur janin
tidak lebih dari tiga bulan.®

3. Fatwa yang mengizinkan seseorang
bekerja di bank, yang salah satu tu-
gasnya adalah menghitung bunga riba
atau mencatat besaran suku bunga,
sementara tidak mudah baginya mem-

peroleh pekerjaan lain yang halal.

Dalam kumpulan fatwa yang diterbitkan
Lembaga Fatwa dan Riset Syariah Kemen-
terian Wakaf Kuwait, terdapat pernyataan
yang berbunyi, “Pekerjaan pegawai ini jika

sebatas mengawasi proses penarikan bunga

65 Lihat kitab Ma‘a an-Nés Masydrdt Wa Fatdwd, him, 112-113.
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bank atau mencatat sukuk bunga yang
dikerjakan pegawai lain, maka tidak ada
dosa baginya. Sedangkan apabila dia ikut
terlibat dalam perhitungan bunga bank atau
pencatatan sukuk bunga secara langsung,
pekerjaannya ini diharamkan. Bila sudah
demikian, dia harus beralih ke pekerjaan lain
yang tidak bersangkut paut dengan urusan
riba. Jika tidak mudah baginya mencari
pekerjaan lain, maka dia mendapatkan
rukhsah (keringanan) dan diizinkan tetap
bekerja di bank. Kondisi yang dihadapinya
ini mendekati keadaan darurat. Wallahu

a'lam.*®

4. Fatwa yang membolehkan mengambil
pinjaman riba dari negara untuk mem-
bangun madrasah, selama umat Islam
mustahil membangun madrasah, ke-

cuali dengan cara itu.

66 Lihat Majmd‘ah al-Fatdwd asy-Syar’iyah, jilid 1, him. 376.
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Dalam kumpulan fatwa yang diterbit-
kan Lembaga Fatwa dan Riset Syariah
Kementerian Wakat Kuwait, terdapat ja-
waban atas pertanyaan panjang seputar
permasalahan ini, "Jika perkara ini seperti
dikatakan si penanya, maka diperbolehkan
mengambil pinjaman dari negara dengan

kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Adanyakedaruratan atau kebutuhan
mendesak yang yang masuk ke da-
lam kategori darurat. Dalam kasus
ini, unsur-unsur tersebut telah ter-

penuhi.

b. Berniat dan berencana tidak mem-
bayar bunga selama mampu mela-
kukannya. Ketika mereka ditekan
dan dipaksa membayar, dosa pihak
pemberi pinjaman berlipat ganda
karena dua hal, pertama: praktik
riba, dan kedua: memaksa orang
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Ketika seorang muslim terusir dari
negara asalnya, lalu nyawa, keluarga,
dan kehormatannya berada dalam
bahaya. Sementara dia tidak bisa
memperoleh suaka dari negara-negara
Islam maka dia boleh mengambil
kewarganegaraan dari negara-negara
non-lslam yang mau menerimanya,
—Akademi Fikih OKI

J)



44

Istri dan anak yang tidak mampu
memperoleh penghasilan yang halal,
dibolehkan menikmati penghasilan

suaminya yang berasal dari pekerjaan
haram, seperti menjual minuman keras,
babi, atau lainnya setelah sang suami
berusaha keras memenuhi keinginan
keluarga mendapatkan pekerjaan halal,
tetapi tidak mendapatkannya.
—Akademi Fikih OKI

J?
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lain terlibat di dalamnya tanpa ke-
relaannya. Walléhu a’lam.®’

5. Fatwayang mengizinkan bekerja men-
jual barang-barang haram bagi orang
vang tidak memperoleh pekerjaan
lain yang halal.

Dalam kumpulan fatwa yang diterbitkan
lembaga tersebut, terdapat pernyataan
yang berbunyi, “Orang yang menanyakan
persoalan ini, tetap harus berusaha keras
mencari pekerjaan lain yang halal dan tidak
boleh bekerja di tempat haram ini, kecuali
dalam keadaan sangat terpaksa.”®

6. Fatwa yang mengizinkan seorang
mahasiswi bepergian tanpa mahram
(pendamping sah secara syar’i) dalam

67 Lihat Majmdi‘ah al-Fatawa asy-Syar’iyah, jilid 1, him. 383-
384,

68 Lihat Majm{'ah al-Fatdwda asy-Syar’iyah, jilid 1, him. 394 dan
lihat kitab Figh adh-Dhardrah Wa Tathbigatuhu al-Mu'dshi-
roh, him. 127 karya DR, Abdul Wahab Abu Sulaiman, dikutip
dari keputusan Akademi Fikih OKI.
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perju]an.ttn yang herhuhung‘an dengﬂn

l{egiatun akademik atau Iu,innyu.

Dalam persoalan ini juga dibahas kum-
pulan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga
yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah
penjelasan tentang keharaman seorang pe-
rempuan bepergian tanpa mahram, terda-
pat pernyataan yang berbunyi, “Tidak diper-
bolehkan menyalahi hukum-hukum syar’i,
kecuali dalam keadaan darurat. Seperti pe-
rempuan yang mahramnya meninggal du-
nia dalam perjalanan dan dia hendak pu-
lang ke negara asalnya atau perempuan
pengidap penyakit parah yang hendak ber-
obat sehingga dia harus bepergian, semen-

tara dia tidak bersuami atau mahram.

Kaum perempuan sering kali memiliki
kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Dan
kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dikate-
gorikan sesuatu yang darurat secara syar'i
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jilka sudah memenuhi kadar darurat. Ini
adalah hukum pengecualian yang seyogianya
berhati-hati dalam menerapkannya. Sela-
ma bepergian, mahasiswi tersebut harus
tetap menjaga diri, baik dalam perjalanan
maupun ketika masih di tempat kegiatan
berlangsung. Selama masa studi, dia harus
berpakaian yang sesuai dengan syariat.
Wallahu a’lam.™

7. Fatwa yang membolehkan negara
Islam mewajibkan rakyatnya mem-
bayar pajak di luar kewajiban mereka

memllayat’ zakat.

Dalam kitab Buhiits Fi Figh al-Muédmaldt
al-Maliyah al-Muédshirah karangan DR. Ali
Muhyiddin Qurahdaghi, pada pembahasan
yang menyeleksi beragam pendapat ula-
ma antara yang melarang dan yang mem-

bolehkan mewajibkan pajak, dikatakan,

69 Lihat Majmd‘ah al-Fatawda asy-Syar’ivah, jilid 2, him. 180.
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“Pendapat yang terlihat unggul dan kuat
dalam pandangan kami adalah kaidah asal
yang tidak membolehkan mewajibkan pajak
bagi masyarakat di negara Islam. Namun,
dari kaidah asal ini, terdapat pengecualian,
yakni kondisi yang mencerminkan keadaan
darurat serta kebutuhan yang mendesak.
Negara boleh mewajibkan rakyatnya de-
ngan syarat mampu menegakkan prinsip-
prinsip keadilan dan persamaan, serta tidak

melakukan kecurangan dan korupsi.””

8. Fatwayang menyatakan tetap berlang-
sungnya akad istishnd™ bagi kedua
belah pihak yang bertransaksi, mes-
kipun terjadi perbedaan pengertian di

dalamnya dan tidak boleh diubah, ke-
cuali dalam keadaan darurat atau ber-

70 Lihat BuhUts Fi Figh al-Mu'dmaldt al-Mdlivah al-Mu‘dshirah
karya DR, Qurahdaghi, him. 25.

71 Adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan
barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah
ditentukan. Penj
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dﬂ.ﬁﬂ[’liﬂﬂ IEEHEPHI{.H[RH I{EdUH. l]El.‘:lI‘l [Ji-

hak.™

9. Kasus istri yang memeluk Islam, se-
dangkan suaminya masih tetap dalam
agamanya.

Dalam kumpulan fatwa The European
Council for Fatwa and Research, keputusan
seri kedelapan, nomor 3/8 yang berhubu-
ngan dengan pertanyaan tentang seorang
istri yang beragama Islam, tetapi suaminya
memeluk agama lain, diputuskan, “Setelah
The European Council for Fatwa and Research
menyelenggarakan riset dan studi, yang
membahas topik tersebut secara mendalam
dan detail selama tiga kali pertemuan secara
berturut-turut, dengan mengakomodir ber-
bagai pendapat ulama fikih beserta dalil-

dalil yang mendasarinya dan merujuk pada

kaidah fikih, ushul fikih dan magdshid sya-

72 Lihat BuhOts Fi Figh al-Mu'dmalat al-Malivah al-Mu‘dshirah
karya DR. Qurahdaghi, him. 158,
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riah, serta mempertimbangkan kondisi
dan situasi khusus yang dialami oleh kaum
perempuan yang baru memeluk agama
Islam di negara-negara Barat pada saat
suami mereka masih memeluk agama lain.
The European Council for Fatwa and Research
menyatakan haram bagi seorang perem-
puan muslim dinikahi oleh laki-laki non-
muslim. Keputusan ini didasarkan pada
ijjmak wulama klasik dan kontemporer.
Namun, jika pernikahannya berlangsung
sebelum ia memeluk agama Islam, The
European Council for Fatwa and Research
menetapkan keputusan-keputusan sebagai
berikut,

Pertama, apabila pasangan suami-istri
memeluk Islam secara bersamaan dan istri
bukan termasuk golongan perempuan yang
haram dinikahi (seperti perempuan yang
haram dinikahi untuk selamanya karena

keturunan atau saudara sesusuan), kedua-
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nya tetap berada dalam ikatan pernikahan.

Kedua, apabila hanya suami yang
memeluk Islam dan di antara keduanya
tidak terdapat sebab yang mengharamkan
pernikahan, serta istrinya termasuk go-
longan Ahli Kitab, keduanya tetap berada

dalam ikatan pernikahan.

Ketiga, apabila istri memeluk agama
Islam, sedangkan suaminya masih tetap da-
lam agama (selain Islam), maka The European

Council For Fatwa and Research berpendapat,

a. Jika istri memeluk Islam sebelum
terjadi persetubuhan, harus bercerai

seketika itu juga.

b. Jika istri memeluk Islam sebelum
terjadi persetubuhan dan suami
memeluk Islam sebelum masa idah
istri habis, keduanya tetap berada
dalam ikatan pernikahan.
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Jika istri memeluk Islam sebelum
terjadi persetubuhan dan suami
memeluk Islam setelah habis masa
idah istri, dia boleh menunggu su-
aminya masuk Islam meskipun
dalam jangka waktu yang lama.
Jika sudah masuk Islam, keduanya
tetap berada dalam ikatan perni-
kahan yang pertama tanpa harus
memperbaruinya.

d. Apabila istri memilih menikah de-

ngan laki-laki lain setelah habis
masa idah, dia harus mengajukan
tuntutan pembatalan pernikahan

lewat jalur pengadilan.

Keempat, empat mazhab menyatakan

seorang istri tidak dibolehkan tetap berada

di sisi suaminya atau dikendalikan olehnya

setelah habis masa idah.

Namun, beberapa ulama berpandangan
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bahwa seorang istri boleh tinggal bersama
suaminya dengan tetap menyandang hak
dan kewajiban rumah tangga secara total
apabila suaminya tidak membahayakan
agamanya sembari berharap agar suami-
nya masuk Islam. Hal itu karena tidak ada
paksaan dari suami untuk meninggalkan
agama Islam.

Mereka yang berpandangan demikian
berlandaskan pada keputusan Amirul-
mukminin Umar bin al-Khathab ketika
memberikan pilihan kepada istri yang te-
ngah kebingungan setelah memeluk Islam,
sedangkan suaminya masih dalam agama-
nya. Umar mengatakan, “Jika mau berpisah
darinya, silakan melakukannya dan jika mau
tetap tinggal bersamanya, silakan juga.”
Riwayat ini valid dari Yazid bin Abdullah
al-Khathami. Mereka juga berpatokan pada
pendapat Amirulmukminin Ali bin Abi
Thalib, “Jika seorang perempuan Yahudi
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atau Nasrani masuk Islam, suaminya lebih
berhak atas diri istrinya karena dia mem-
punyai janji pernikahan.” Riwayat ini juga
valid. Pendapat semacam ini juga datang
dari Ibrahim an-Nakha'i, asy-Sya'bi, dan
Hamad bin Abi Sulaiman.”™

10. Fatwa tentang istri dan anak yang me-

makan penghasilan haram dari suami.

Dalam kumpulan fatwa yang diterbitkan
oleh Akademi Fikih OKI (Organisasi Ker-
ja sama Islam) terdapat penjelasan me-
ngenai hukum bagi istri dan anak yang
tidak mampu memperoleh pekerjaan halal

dan terpaksa memakan penghasilan suami-

73 Lihat keputusan di atas dalam kumpulan fatwa The European

Council for Fatwa and Research. Diterbitkan di Majallah al-
lgtishad al-1sldmi oleh Bank Islam Dubai, edisi 243, Jumadil
Akhir 1422 H/September 2001.
Patut diketahui bahwa fatwa-fatwa semacam ini menimbul-
kan perdebatan sengit antar sesama anggota dan bahkan
menyebabkan pengunduran diri dari salah satu anggotanya.
Sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan DR. Muhammad
Fuad al-Barazi yang menyatakan keluar dari lembaga terse-
but di Kopenhagen pada tanggal 16 Syawal 1421 H/11 Januari
2001 M.,
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nya yang bekerja sebagai penjual minuman
keras, babi, dan barang haram lainnya.
Jawaban dari pihak Akademi Fikih ber-
bunyi, “Istri dan anak yang tidak mam-
pu memperoleh penghasilan yang halal,
dibolehkan menikmati penghasilan suami-
nya yang berasal dari pekerjaan haram, se-
perti menjual minuman keras, babi, atau
lainnya setelah sang suami berusaha keras
memenuhi keinginan keluarga mendapat-
kan pekerjaan halal, tetapi tidak menda-
patkannya.”’

|1.Banyak fatwa yang merujuk pada
fikih darurat yang diterbitkan oleh
Akademi Fikih OKI dan dikutip oleh
DR. Abdul Wahhab Ibrahim Abu Su-
laiman dalam bukunya Figh adh-Dha-
riiral Wa Tathbigdtubii al-Mu'debirab:
Afaq Wa Ab'4o.

74 Lihat Qardrat Wa Taushiyat, him. 42-47, yang dikutip dari ki-
tab Figh adh-Dhardrah Wa Tathbigatuhu al-Mu‘dshirah karya
DR. Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, him. 127.
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Terutama yang tertera pada halaman
190-199 yang berbagai jawaban dinyatakan
secara lugas dengan menyandarkan fatwa-
fatwa tersebut pada pertimbangan kondisi

dan situasi darurat.

12.Banyak persoalan hukum baru yang
dipandang dengan kaca mata hkih
darurat, serta penjelasan tentang pen-
tingnya hkih darurat dalam meng-
atasi dan menjawab kasus-kasus kon-

temporer.

Lihat hasil riset milik DR. Shalah ash-
Shawi, rektor The American Open Uni-
versity, Virginia, Amerika Serikat, dengan
judul Wahdah al-Amal al-Islami Fi Muwa-
jahah Adshir al-Aulamah yang diterbitkan
di majalah al-Manar al-Jadid, edisi 10, bulan
Dzulhijjah 1420 H, bertepatan dengan April
2000 M.
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Penolakan atas fatwa-fatwa yang
ditetapkan berdasarkan fikih darurat
bukan berarti menolak konsep fikih
darurat itu sendiri. Sikap ini hanya
menolak beberapa contoh penerapan
fikih darurat yang oleh sebagian ulama
dinilai salah kaprah.

2
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ecara teknis, penulis belum menemu-

kan kitab-kitab klasik dan buku-buku
fikih kontemporer yang menolak konsep
fikih darurat secara mutlak. Penulis ha-
nya mendengar beberapa penolakan terha-
dapnya dari sebagian ulama dan kalangan
akademis hukum Islam pada akhir-akhir
ini di berbagai acara seminar dan forum
diskusi ilmiah. Mereka khawatir fikih daru-
rat justru akan membuka pintu mudarat
bagi umat Islam. Fikih darurat dikhawatir-
kan akan melemahkan iman umat Islam,
serta menyebabkan munculnya orang-orang
yang menganggap enteng hukum Islam dan
menjadikan alasan darurat untuk meng-

halalkan yang haram sesuai keinginan.

Ketika penulis berdialog dengan mereka
tentang sikap penolakan ini, tampak jelas
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bahwa penolakan mereka hanya sebatas
ketidaksepakatan mereka dengan sebagian
konsep terapan fikih darurat yang menurut
mereka keliru. Penolakan mereka atas fikih
darurat seperti penolakan mereka atas kon-
sep maslahat yang menurut mereka pene-

rapannya bermasalah.

Di antara mereka yang menolak adalah
DR. Muhammad Fuad al-Barazi. Dia meng-
umumkan pengunduran dirinya—dan di-
ikuti oleh beberapa ulama lain—dari The
European Council for Fatwa and Research.
Mereka tidak sepakat dengan mayoritas
ulama di lembaga fatwa Eropa tersebut ter-
kait sejumlah fatwa yang ditetapkan de-
ngan mengatasnamakan fikih darurat dan
juga karena beberapa pertimbangan lain.
Dia mengeluarkan pernyataan disertai alas-
an pengunduran dirinya. Isinya sebagai
berikut:
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1. Terdapat beberapa fatwa ganjil yang
memicu kritikan, penolakan dan keca-
man dari banyak ahli fikih, ulama, dan
pemuka agama. Di antara fatwa-fatwa
ganjil tersebut adalah fatwa yang mem-
bolehkan pinjaman berbunga riba untuk
membeli rumah di negara non-Islam
dengan alasan darurat atau alasan ke-
butuhan mendesak. Padahal mereka me-
ngetahui bahwa syarat-syarat yang di-
tetapkan oleh para ulama ushul fikih
terkait kedaruratan dan kebutuhan

mendesak tidak semuanya terpenubhi.

2. Tidak ada batasan yang jelas terkait
definisi kondisi darurat sebagai konse-
kuensi dari berdomisili di negara-ne-
gara non-lslam. Karena faktor domi-
sili ini sering dijadikan alasan untuk
melegalkan perkara-perkara yang diha-
ramkan dan menganggap enteng per-
kara-perkara syubhat, dengan berbagai
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dalih seperti mengatasi kondisi daru-
rat, memenuhi kebutuhan mendesak,
dan memberikan kemudahan atau
elastisitas bagi mereka yang tinggal
di negara-negara non-Islam. Dalam hal
ini tidak ada usaha membedakan secara
teliti antara kondisi yang benar-benar
darurat dan dorongan syahwat duniawi
atau dorongan kekaguman terhadap
gaya hidup masyarakat Eropa. Selain
fatwa pinjaman berbunga riba, ternyata
ada beberapa fatwa lain yang juga
ditetapkan dengan dalih yang sama.”™

Dari pernyataan tersebut, tampak jelas
bahwa penolakan atas fatwa-fatwa yang di-
tetapkan berdasarkan fikih darurat bukan
berarti menolak konsep fikih darurat itu

sendiri. Sikap ini hanya menolak beberapa

75 Lihat penjelasan yang disampaikan oleh DR, Muhammad
Fuad al-Barazi ketika mengumumkan pengunduran dirinya
dari The European Council for Fatwa and Research di Kopen-
hagen pada tanggal 16 Syawal 1421 H/11 Januari 2001 M,
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contoh penerapan fikih darurat yang oleh
sebagian ulama dinilai salah kaprah. Menu-
rut mereka, ada beberapa persyaratan dan

peraturan yang tidak terpenubhi.

Perbedaan pendapat dalam ijtihad ter-
kait permasalahan darurat semacam ini
merupakan hal yang wajar. Kompleksitasnya
secaraalamiah bisamemicuperbedaan sudut
pandang, terutama dalam menganalisis
akar permasalahan dan menimbang antara
dharuriyat, hdjiyat dan tahsindt. Namun,
harus diakui, bahwa untuk mengatasi
permasalahan yang kompleks dan rumit,
seperti permasalahan darurat, diperlukan

ketelitian dan pertimbangan yang matang.

Oleh karena itu, menetapkan rambu-
rambu dan aturan yang jelas bagi fikih
darurat adalah sebuah keharusan. Hal ini
guna memberi batasan yang jelas pula ter-

kait konsep dan penerapannya sehingga
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tidak terkesan menganggap enteng urusan
agama. Selain itu, mengakomodir berbagai
sudut pandang merupakan langkah mulia
yang harus diambil. Insyaallah, penulis akan
menjabarkannya pada bab selanjutnya.
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Munculnya kebutuhan fikih darurat
disebabkan kondisi dan situasi sulit
di luar batas kelaziman, Hal tersebut
selalu muncul di setiap zaman dan
dialami oleh berbagai generasi.
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]-Quran dan hadis, kitab-kitab ushul

kih dan kaidah fikih—baik klasik
maupun kontemporer—serta kitab-kitab
disiplin ilmu lainnya, selalu memberi ru-
ang pembahasan tentang rambu-rambu dan
aturan yang membolehkan penerapan ka-
idah darurat dalam proses penetapan hu-
kum-hukum Islam (istinbat) atau penetapan
fatwa-fatwa baru. Pembahasan terkait itu
bertebaran di banyak literatur. Meskipun
dibahas secara terpisah di berbagai kitab,
sejatinya memiliki keterkaitan satu sama
lain, dalam arti saling melengkapi. Penulis
merasa perlu untuk mengumpulkan dan
merincinya secara runtut. Oleh karena itu,
penulis membuat bab khusus untuk pem-
bahasan ini. Di dalamnya, penulis meng-

klasifikasi yang dapat mengurai benang
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kusut seputar fikih darurat. Berdasarkan
uraian tersebut, penulis berusaha meng-
hadirkan titik terang terkait metode pe-
nerapan fikih darurat pada zaman sekarang.

Berikut ini rambu-rambu dan aturan
fikih darurat:

1. Dalam berbagai kasus hukum, baik
yang bersifat umum maupun khusus,
dan dalam berbagai persoalan yang ber-
potensi membahayakan umat Islam,
dibutuhkan standar ukur untuk meng-
identifikasi suatu kondisi sebagai kon-
disi darurat atau mengkategorikan su-
atu kebutuhan sebagai kebutuhan yang
mendesak. Standar tersebut diserahkan
kepada para ulama atau para pakar
hukum Islam. Agar persoalan ini benar-
benar ditangani oleh orang-orang yang
mumpuni secara kualitas keilmuan. Se-

hingga hasil penentuannya berpijak
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pada kesepakatan ilmiah melalui per-
timbangan hukum fikih yang matang.
Hal ini merupakan upaya mendorong
terselenggaranya ijtihad kolektif yang
lebih objektif pada satu sisi dan meng-
hindari dampak negatif dari ijtihad in-
dividual yang subjektif.

. Menyerahkan penentuan kondisi daru-
rat dan kebutuhan mendesak dalam per-
soalan-persoalan yang berkaitan dengan
ilmu pengetahuan umum, seperti ke-
dokteran dan ekonomi, kepada orang-
orang muslim yang ahli di bidang ter-
sebut, seperti dokter spesialis dan ahli
ekonomi, dengan mengajak mereka ber-
musyawarah dengan para ulama fikih
dan ahli ushul fikih. Tidak dibenarkan
tiap-tiap pihak melakukan ijtihad per-
orangan tanpa melibatkan pihak lain.
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3. Dalam kasus-kasus biasa dan masalah-
masalah pribadi, umat Islam harus
mampu memperkirakan kadar kondisi
darurat dan kebutuhan mendesaknya
setelah merujuk pada pendapat para
ulama fikih atau pihak-pihak vyang
menggeluti bidang yang sama. Karena
bisa jadi terdapat perbedaan kadar da-
rurat dan kebutuhan, seiring dengan
perbedaan karakter tiap individu, waktu,

dan tempat.

4. Seyogianya mengukur kadar darurat
dalam batas kebutuhan minimal tanpa
memberikan kelonggaran dan penam-
bahan atau bersikap berlebihan. Tidak
diperbolehkan menciptakan keleluasaan
yang melampaui batas kebutuhan men-
desak atau misalnya memasukkan ke-
butuhan tersier (tahsiniydt) ke dalam ke-
butuhan mendesak (dhardriyat).
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Allah swt. berfirman,

Q\A.Jc\,‘-\ﬂa:b‘kj}?b )Ja..,a\

- .r"a'..

fh 2 41”

“Barang siapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya), sedangkan dia tidak meng-
inginkannya dan tidak (pula) melampaui
batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesung-
guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (QS. al-Baqarah [2]: 173)

Beberapa pihak yang menerima fatwa
darurat tidak jarang melonggarkan ruang-
ruang darurat tersebut hingga melampaui
batas yang sebenarnya dibutuhkan. Sebagai
contoh, ada orang yang menerima fatwa
tentang kebolehan mengambil pinjaman
riba untuk sekadar memperoleh tempat
tinggal darurat di sejumlah negara, ber-

dasarkan pada kaidah kondisi-kondisi da-
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rurat memperbolehkan perkara-perkara
yang terlarang, lalu dia memanfaatkan di
balik fatwa tersebut untuk membeli rumah
besar dan mewah dari hasil pinjaman riba
dengan alasan bahwa rumah itu akan lebih
menguntungkannya bila suatu saat dia jual,
sedangkan dia sendiri lupa bahwa mener-
jang batasan darurat merupakan tindakan
kejahatan dan pelanggaran.

5. Seyogianya penerapan setiap fatwa da-
rurat tidak menimbulkan efek mudarat
yang lebih besar dan mendatangkan
kesulitan yang sama atau bahkan lebih
dari itu. Kaidah fikih menyatakan, “Mu-
darat yang lebih besar dihilangkan de-
ngan mudarat yang lebih kecil”’® dan
“Suatu mudarat tidak dapat dihilangkan

dengan mudarat yang sama.”’’

76 Kaidah 26, pasal 27 dalam Majallah al-Ahkdm al-‘Adlivah dan
lihat Syarh al-Qawd’id al-Fighivah karya Ahmad az-Zarqa,
him. 145.

77 Kaidah 24, pasal 25 dalam Majallah al-Ahkam al-Adlivah dan
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Kaidah fikih menyatakan, “Mudarat
vang lebih besar dihilangkan dengan
mudarat yang lebih kecil” dan “Suatu

mudarat tidak dapat dihilangkan
dengan mudarat yang sama.’

2)
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Berhenti mengamalkan fatwa fikih
darurat ketika unsur kedaruratan dan
kebutuhan mendesaknya telah hilang

atau kadar kebutuhannya telah
menyusut dan turun ke tingkatan
takmiliyat atau tahsiniyat (pelengkap
atau tersier).
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6. Seyogianya seorang mufti tidak me-
ngeluarkan fatwa yang dibangun di atas
kaidah darurat untuk menghilangkan
mudarat khusus yang hanya relevan
untuk satu-dua individu atau kelom-
pok apabila fatwa tersebut justru men-
datangkan mudarat umum yang akan
membahayakan orang banyak—walau-
pun mudarat khusus itu amat mem-
bahayakan. Kaidah fikih menyatakan,
“Mudarat khusus haruslah dipikul untuk
menghilangkan mudarat umum.””

/. Seyogianya seseorang yang menerima
fatwa tentang suatu permasalahan ber-
dasarkan konstruksi kaidah darurat, se-
lama menjalankannya tidak menggang-

gu dan mencederai hak-hak orang lain.

lihat Syarh al-Qowid’id al-Fighiyvah karya Ahmad az-Zarga,
him. 141.

78 Kaidah 25, pasal 26 dalam Majaliah al-Ahkdm al-Adliyah dan
lihat Syarh ol-Qawd’id al-Fighivah karya Ahmad az-Zarga,
him. 143.
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Kaidah fikih menyatakan, “Keadaan da-
rurat tidak boleh menggugurkan hak
orang lain.””

8. Tidak dibenarkan menggeneralisasi fat-
wa khusus yang berkenaan dengan satu-
dua individu atau kelompok, berdasar-
kan asas kedaruratan, untuk semua ke-
adaan, waktu, tempat dan orang, ka-
rena perkara khusus tidak menerima

generalisasi.

9. Tidak dibenarkan mengkiaskan fatwa
untuk kondisi normal dengan fatwa
spesifik yang dikeluarkan berdasarkan
asas kedaruratan. Karena kemunculan-
nya di luar kaidah asal dan kondisi nor-
mal dan karena karakter hukum yang
tidak sama untuk kondisi dan situasi

yang berbeda-beda. Setiap fatwa yang

79 Kaidah 32, pasal 33 dalam Majallah al-AhkGm al-Adlivah dan
lihat Syarh al-Qawa’id al-Fighiyah, karya Ahmad az-Zarqa,
him. 159.
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ditetapkan memiliki sebab, pertimbang-
an, dan sudut pandangnya masing-ma-
sing.

10.Berhenti mengamalkan fatwa fikih da-
rurat ketika unsur kedaruratan dan
kebutuhan mendesaknya telah hilang
atau kadar kebutuhannya telah menyu-
sut dan turun ke tingkatan takmiliyat
atau tahsiniydt (pelengkap atau tersier).
Kaidah fikih menyatakan, “"Apa yang bo-
leh dilakukan karena ada uzur (halang-
an) akan batal bersamaan dengan hi-

langnya uzur tersebut.”®

11.Seyogianya seorang muslim tetap ber-
harap untuk dapat melepaskan diri dari
tindakan-tindakan terlarang yang di-
lakukan karena alasan darurat. Harap-
an tersebut harus dibarengi dengan

80 Kaidah 22, pasal 23 dalam Majaliah al-Ahkam al-Adliyah dan
lihat Syarh al-Qawd’id al-Fighivah karya Ahmad az-Zarga,
him. 135.
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usaha mencari-cari alternatif yang tepat
(halal) dan berupaya melepaskan diri
dari keadaan-keadaan darurat yang me-
maksanya melakukan tindakan yang
dilarang sambil berkonsultasi dengan

orang yang lebih mengerti.*

12.Seyogianya seorang mufti yang me-
ngeluarkan fatwa dalam keadaan daru-
rat untuk seseorang atau lembaga, harus
memperhatikan rambu-rambu dan atur-
an di atas, serta menjelaskan watak dan
karakter sebuah fatwa kepada pihak
yang datang meminta fatwa kepadanya
bahwa fatwa sebenarnya menyelisihi
hukum asal yang pada mulanya dila-
rang. Di samping itu, seyogianya dia me-
ngingatkan rambu-rambu yang harus
diikuti selama menerima dan menjalan-

kan suatu fatwa agar yang bersangkutan

81 Lihat Qawad’'id al-Wasail Fi asy-Syari‘ah al-1slamiyah karya DR.
Musthafa Makhdum, him. 308.

| 68




DR, Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

tidak berdosa karena melakukan keja-

hatan dan pelanggaran.

13.Seyogianya orang yang menerima dan
menjalankan fatwa darurat, menerang-
kan kepada orang yang bingung atas
tindakannya yang di luar kelaziman,
bahwa fatwa darurat yang dijalankannya
bersifat khusus dan kondisional yang
telah dikeluarkan oleh seorang mufti.
Hal itu perlu diutarakan agar orang lain
tidak meniru tindakannya, apalagi jika
yang menerima dan menjalankan fatwa
darurat merupakan orang yang menjadi

panutan bagi orang lain.

14.Seyogianya para mufti yang mengelu-
arkan fatwa berdasarkan kaidah daru-
rat, bersedia berdialog dan berdiskusi
dengan ulama lain atau para pakar
hukum Islam lainnya mengenai fatwa
tersebut, dalam rangka memperbaiki
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dan mengoreksi fatwa bila ditemukan
kesalahan di dalamnya, dan memper-
tajam segmentasi atau dampak positif
dari fatwa tersebut terhadap kehidupan
manusia baik secara individu maupun
sosial. Karena menerapkan fikih eva-
luatif (figh al-murdjaidt) tidak kalah
penting dengan menerapkan fikih
darurat.

15.Tidak dibenarkan menolak dan meng-
ingkari para mufti yang mengeluarkan
fatwanya berdasarkan fikih darurat se-
lama fatwa yang dihasilkan berdasarkan
kualitas keilmuan yang mumpuni. Ka-
rena persoalan seperti ini merupakan
ranah ijtihad yang proses dan hasilnya
bisa berbeda-beda. Kaidah fikih me-
nyatakan, “Tidak boleh ada pengingkar-
an atas masalah-masalah yang masih
diperselisihkan. Sesungguhnya peng-
ingkaran hanya berlaku pada pendapat
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yang bertentangan dengan kesepakatan

para ulama.”®?

Biarkan perbedaan pendapat terkait
hasil fatwa fikih darurat menjadi topik
dialog dan diskusi di kalangan ulama yang
kompeten, lalu diselesaikan dengan kepala
dingin untuk keluar dari perselisihan. Se-
perti halnya perbedaan pandangan terkait
topik kontroversial dalam bidang tertentu
yang hanya bisa diselesaikan oleh mereka
yang ahli dan pakar di bidang tersebut.
Kaidah fikihmenyatakan, “Dianjurkanuntuk
keluar dari lingkaran perselisihan.”®® Selain
itu, tidak adanya pengingkaran tidak lantas
berarti diam. Tidak mengingkari hanya me-

nandakan pemakluman (pemaafan).*

82 Kaidah 35 dari kitab kedua dalam al-AsybGh Wa an-Nazhdir
karangan as-Suyuthi, him. 292, ditahkik oleh Muhammad al-
Mu“tashim Billah al-Baghdadi.

83 Kaidah 12 dari kitab kedua dalam al-Asybdh Wo an-Nazhdir
karangan as-Suyuthi, him. 227.

84 Lihat kitab penulis, Dirdsat Fi al-lkhtilaf al-‘limiyah. Di sana
terdapat penjelasan lebih jauh dalam masalah ini.
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Selain yang disebut di atas, masih
banyak rambu-rambu dan aturan lain yang
bisa dijadikan acuan dalam penetapan fatwa
fikih darurat dan memberi langkah-langkah
antisipatif dalam mencegah dampak-dam-
pak negatif yang mungkin muncul dari pe-
laksanaan fatwa.
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ari rentetan pembahasan di atas,

kiranya sudah jelas dan terang bahwa
fikih darurat merupakan bagian dari fikih
[slam yang autentik, memiliki metode yang
berlandaskan pada sumber-sumber pokok
agama Islam dan memiliki legalitas yang
tidak bisa ditolak karena merujuk pada
kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih yang

telah disepakati oleh para ulama.

Fikih darurat ini kerap dijadikan dasar
pijakan oleh banyak mujtahid klasik dan
kontemporer dalam beberapa keputusan
hukum atau fatwa mereka, dalam rangka
membumikan magqdshid syar'iyah dan me-
nyelesaikan persoalan-persoalan yang mun-
cul dalam kondisi darurat yang bersifat

kondisional. Persoalan-persoalan tersebut
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selalu muncul dan dialami oleh umat Islam

di tempat dan zaman yang berbeda.

Penerapan fikih darurat tidak khusus
untuk generasi tertentu dan pada zaman
tertentu. Namun, berlaku untuk semua
generasi dan semua zaman selama umat
[slam masih menemukan dan mengalami
kondisi darurat. Bahkan fikih darurat te-
lah diterapkan sejak zaman dulu, meski is-

tilahnya baru populer pada zaman sekarang.

Segala bentuk perselisihan dan per-
debatan terkait fikih darurat tidak me-
ngurangi keautentikannya. Perbedaan pen-
dapat tentangnya hanya soal penerapan
dan praktiknya di beberapa situasi dan
kondisi. Para mufti tentu bersudut pandang
yang berbeda-beda, terutama dalam mena-
kar kadar darurat dan mengkategorikan
kebutuhan mendesak antara satu perma-
salahan dengan permasalahan yang lain.
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Di samping itu, pemahaman mereka ju-
ga tidak senada dalam menentukan ba-
tasan terkait rambu-rambu dan aturan
penerapan fikih darurat. Hal ini telah pe-
nulis uraikan pada bab pembahasan de-
ngan mengakomodir berbagai pendapat
yang berbeda guna mempersempit ruang

perselisihan.

Penulis menutup kajian ini dengan me-
ngutip pernyataan penting dan bermanfaat
dari seorang ulama otoritatif Ibnu Taimiyah,
yang menurut penulis memberi fondasi
dan dasar yang kuat bagi fikih darurat.
Pernyataannya termaktub dalam uraian
komprehensifnya tentang benturan antar-
sesama maslahat, antarsesama mafsadah,

bahkan antara maslahat dan mafsadah.

Ibnu Taimiyah menyatakan, “Ketika dua
kewajiban bertemu dan tidak mungkin di-

satukan maka didahulukan kewajiban yang
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paling kuat. Dalam hal ini, kewajiban ke-
dua yang tidak dilaksanakan sudah tidak
menjadi kewajiban, dan orang yang me-
ninggalkannya karena melaksanakan kewa-
jilban yang paling kuat pada hakikatnya
tidak bisa disebut sebagai orang yang me-

ninggalkan kewajiban.”

Begitu juga, apabila dua keharaman
bertemu dan tidak mungkin meninggalkan
keharaman yang lebih besar, kecuali dengan
melakukan keharaman yang lebih kecil,
maka dalam hal ini, melakukan keharaman
yang lebih kecil pada hakikatnya tidak
diharamkan, meskipun hal itu disebut
dengan meninggalkan kewajiban. Hal itu
disebut juga sebagai perbuatan haram yang

tidak membahayakan.

Dalam kondisi seperti itu, boleh me-

ninggalkan kewajiban karena adanya uzur
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(halangan) yang mencegah untuk melaku-
kannya dan boleh melakukan keharaman
(kecil) karena adanya unsur maslahat yang
lebih besar dengan melakukannya, atau
karena sedang dalam kondisi darurat, atau
karena menghindari perkara yang lebih
diharamkan. Seperti dimakluminya orang
yang tidak shalat karena tertidur atau lupa.
Dia tetap harus melaksanakan shalat meski
tidak pada waktunya, yakni secara gadha.

Rasulullah saw. bersabda,

5 s o 5 ooz 32 46 12
,u.amua Las’w,..a._.u;ug&ﬁ

“Barang siapa tertidur hingga tidak me-
ngerjakan shalat atau lupa maka hendaklah
dia shalat ketika sudah mengingatnya karena

itulah waktu shalatnya, tidak ada kafarat
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kecuali (mengerjakannya) itu.”™ (HR. al-
Bukhari)

Perkara-perkara yang kompleks (karena
keadaan darurat) merupakan topik pemba-
hasan yang sangat luas dalam hukum
[slam, apalagi pada zaman dan tempat yang
jejak-jejak Rasulullah dan para sahabatnya
sudah berkurang. Perkara semacam ini kian
menyeruak pada masa yang kian beranjak
jauh dari zaman kenabian. Semakin surut
pengaruh Nabi dan para sahabatnya maka
benturan-benturan yang muncul karena
perkara kompleks ini semakin bertambah
banyak. Hal itu jika tidak dicarikan solusi
yang relevan bisa menjadi salah satu sebab
kemunculan fitnah di tengah-tengah umat
Islam.

85 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhdri, no-
mor 597 dengan (ec]_akfgl., . o

-._..1.!:-\.|I|L... I'.L‘Ellu!b}“.:.u-'l _ﬂ:"‘rﬂﬁtij

“Siapa yang fupﬂ shmﬂt hendaklah mengeqﬂkﬂnnm ketika

ingat, tidak ada kafarat seiain mengerjokannya itu.” (HR. al-
Bukhari}. Dan lihat juga Fath al-Bdari, jilid 2, him. 70.
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Barang siapa tertidur hingga tidak
mengerjakan shalat atau lupa maka
hendaklah dia shalat ketika sudah
mengingatnya karena itulah waktu
shalatnya, tidak ada kafarat
kecuali (mengerjakannya) itu.
(HR. al-Bukhari)

2
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Seorang ulama harus teliti dalam
menganalisis perkara-perkara rumit
dan kompleks. Terkadang hal yang
wajib di sebagian perkara justru tidak
wajib di perkara yang lain. Mematuhi
perintah dan meninggalkan larangan
memang merupakan hal yang wajib,
tetapi dalam kondisi dan dengan
alasan tertentu kewajiban tersebut
bisa ququr.

2
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Ketika dalam satu perkara, kebaikan
dan keburukan bercampur aduk dan men-
jadi perkara syubhat. Sebagian kelompok
cenderung mengambil sisi baik dan meng-
eliminasi sisi buruk meskipun keputu-
sannya itu justru berdampak negatif yang
lebih besar. Sebagian yang lain cenderung
mengunggulkan sisi buruk ketimbang
sisi baik padahal keputusannya itu telah
meninggalkan kemaslahatan yang lebih
besar. Sedangkan kelompok moderat yang
berusaha mengakomodir keduanya (sisi
baik dan buruk) terkadang tidak bisa
menimbang secara teliti antara potensi
manfaat dan kerugian, atau terkadang ber-
hasil menimbang dua potensi tersebut,
tetapi tidak memperhatikan asas prioritas
yakni mewujudkan maslahat dan menghin-
dari mafsadah karena hawa nafsu lebih

dominan ketimbang pikiran jernih.
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Terkait ini, Rasulullah saw. bersabda,

:__;i; :1:9 JaU\ J.A.J‘l
J,Lg. L L}.KH Jiﬂtj J;:.:J!
Syl

“Sesungguhnya Allah swt. mencintai mata
yang mampu melihat kebenaran di tengah
perkara syubhat dan akal yang berpikir sem-

purna (jernih) di tengah godaan syahwat.”"

Oleh karena itu, seorang ulama harus
benar-benar teliti dalam menganalisis per-
kara-perkara rumit dan kompleks. Terka-
dang hal yang wajib di sebagian perkara—

86 Dikeluarkan oleh al-Qadha'i dalam Musnad asy-Syihdb, no-
mor 1080 dan 1081, sebagai potongan dari hadis panjang,
jilid 2, him. 152, Dikeluarkan juga oleh Abu Nu'aim dalam Hj-
lyah al-Aufiya, jilid 2, him. 152. Penahkik Musnad asy-5yihab
mengatakan, “Di dalam mata rantai sanadnya terdapat Amr
bin Hafsh al-Abdi. Orang itu ditinggalkan. Dalam kitab H/la/
Ibni al-‘Ald" terdapat pembahasan tentangnya.” Hadis ini sa-
ngat daif, Maka dari itu, berhati-hatilah!
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sebagaimana yang telah diterangkan oleh
penulis—justru tidak wajib di perkara yang
lain. Dengan ungkapan yang berbeda; me-
matuhi perintah dan meninggalkan larang-
an memang merupakan hal yang wajib,
tetapi dalam kondisi dan dengan alasan
tertentu kewajiban tersebut bisa gugur.
Hal ini bukan berarti secara mutlak meng-
ubah yang haram menjadi halal atau secara
mutlak menggugurkan kewajiban mematuhi

perintah dan menjauhi larangan.

Seperti kebolehan tidak mematuhi pe-
rintah untuk menghindari kemaksiatan
yang lebih besar. Perintah tersebut boleh
tidak dipatuhi karena dampak negatif dari
mematuhinya jauh lebih besar ketimbang
dampak negatif dari melanggarnya. Con-
tohnya, boleh tidak mematuhi perintah
negara untuk menyerahkan seorang pelaku
kejahatan ke penguasa yang sangat zalim.

Karenapenguasatersebutakanbertindak se-
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wenang-wenang terhadapnya dengan men-
jatuhkan hukuman yang mudaratnya justru
jauh lebih besar ketimbang kejahatan yang
dilakukan oleh si pelaku.

Begitu juga dalam kasus tertentu, bo-
leh mendiamkan tindakan-tindakan terla-
rang yang dilakukan oleh seseorang demi
kebaikan yang lebih besar, atau demi me-
matuhi perintah Allah dan rasul-Nya, yakni
mewujudkan kemaslahatan. Sehingga lebih
baik mendiamkan tindakan-tindakan terse-
but. Selain itu, terdapat kekhawatiran ke-
tika melarang sesuatu, dalam waktu yang
bersamaan justru tidak mematuhi perintah

yang dampak positifnya lebih besar.

Ada waktu tertentu ketika seorang
ulama harus bersikap tegas terkait perintah
dan larangan, bersikap membolehkan per-
kara tertentu, dan bersikap diam antara
mewajibkan, melarang dan membolehkan.
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Seperti tegas dalam memerintahkan untuk
melakukan hal-hal yang benar-benar baik
dan tegas dalam melarang hal-hal yang
memang benar-benar buruk, atau bersikap
teliti dalam menimbang antara baik dan
buruk ketika keduanya saling berbenturan
dalam satu perkara demi mewujudkan ke-
maslahatan yang lebih besar.

Jika dalam suatu perkara yang kom-
pleks, seorang ulama sulit menimbang
antara perintah dan larangan, entah kerena
ketidaktahuannya atau ketidakmampuan-
nya menganalisis masalah secara adil,
sementara dia tidak mampu mengatasi
ketidaktahuan dan ketidakmampuannya
bersikap adil tersebut, solusi yang paling
tepat adalah diam dan menahan diri untuk
tidak mengeluarkan fatwa, baik berupa
perintah maupun larangan. Seperti se-
buah kaidah yang mengatakan, “Di antara
sekian banyak permasalahan, ada beberapa
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permasalahan yang solusinya adalah diam.”
Sebagaimana Allah swt. pada mulanya ber-
sikap diam, tidak memerintah dan tidak
pula melarang sesuatu, sebelum Islam

datang membawa ajaran-Nya .

Begitu juga seperti pakar komunikasi
dan retorika yang mengerti kapan waktu
dan kondisi yang tepat untuk berbicara,
kadang dia sengaja menunda waktu untuk
menerangkan atau menyampaikan suatu
hal hingga datang waktu yang tepat. Seba-
gaimana Allah swt. menunda menurunkan
beberapa ayat dan menjelaskan sejumlah
hukum hingga tiba waktu yang tepat bagi
Rasulullah saw. untuk menerima penjelasan
ayat dan hukum tersebut. Sebagaimana
yang dijelasl{an dalam firman Allah swt.,

..;.-* ""'"".--""a .-}

"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum
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kami mengutus seorang rasul.” (QS. al-Isra’
[17]: 15)

Hukum Allah yang dibebankan kepada
manusia, hanya dapat dilaksanakan berda-
sarkan dua hal: Pertama, tersedianya ke-
sempatan untuk mengetahui hukum yang
diturunkan oleh Allah melalui wahyu.
Kedua, adanya kemampuan untuk melak-
sanakannya. Oleh karena itu, baik yang
berupa perintah maupun larangan tidak
berlaku bagi orang yang tidak mampu me-
ngetahui dan yang tidak mampu melak-
sanakannya. Apabila pengetahuan seseo-
rang atas sebagian tuntunan hukum
agama telah terputus atau dia tidak mam-
pu melaksanakan sebagiannya, statusnya
seperti orang yang tidak mampu me-
ngetahui dan melaksanakannya. Hal ini
masuk kategori orang vyang tidak ber-

kesempatan untuk mengetahui semua tun-
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tunan agama dan tidak mampu melaksa-
nakan seluruhnya. Contohnya adalah orang
gila. Masa ketidaktahuan dan ketidakmam-
puan tersebut disebut masa fatrah (jeda),
ketika orang yang masih dalam masa itu
tidak berkewajiban melaksanakan hukum

Allah.?’

Ketika pemangku urusan agama, seper-
ti para ulama dan pemimpin, benar-benar
memahami hal ini maka mereka akan mem-
bumikan syariat Islam yang dibawa oleh
Rasulullah saw. secara perlahan-lahan.
Syariat Islam tidak datang dalam sekali
waktu dan tidak menuntut diterapkan
seluruhnya dalam waktu yang singkat.
Rasulullah sendiri menyampaikan risalah-
nya secara bertahap. Selain itu, Rasulullah
hanya menyampaikan apa yang diketahui

87 Sebagaimana umat manusia dahulu pada masa fatrah (jeda)
turunnya wahyu-£d.
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Jika seorang ulama sulit menimbang
antara perintah dan larangan, entah
kerena ketidaktahuannya atau
ketidakmampuannya menganalisis
masalah secara adil, sementara dia
tidak mampu mengatasi ketidaktahuan
dan ketidakmampuannya bersikap
adil tersebut, solusi yang paling tepat
adalah diam dan menahan diri untuk
tidak mengeluarkan fatwa, baik berupa
perintah maupun larangan.
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Masa ketidaktahuan dan ketidak-
mampuan tersebut disebut masa
fatrah (jeda), ketika orang yang masih
dalam masa itu tidak berkewajiban
melaksanakan hukum Allah.

2
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dan mampu diamalkan, sebagaimana se-
buah kaidah mengatakan, “Apabila kamu
ingin dipatuhi, perintahkanlah sesuatu yang
sekiranya mampu untuk dilaksanakan.”

Begitu juga para pembaharu agama dan
mereka yang fokus melestarikan ajaran
agama, ketika mereka memahami hal ini,
mereka akan menyebarkan pesan-pesan
agama sesuai yang mereka ketahui dan
mampu mereka laksanakan. Mereka tidak
akan memaksa seseorang untuk melakukan
sesuatu yang belum mampu dilakukannya.
Contohnya orang yang baru masuk Islam,
tentu tidak mungkin langsung dibebani
kewajiban mengetahui seluruh ajaran agama

dan melaksanakannya secara keseluruhan

(kafah).

Sebagaimana orang yang baru saja
bertobat, sedang belajar, atau dalam pro-
ses mencari petunjuk (hidayah). Tidak
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mungkin mereka diwajibkan menjalankan
perintah agama secara keseluruhan dan
dipaksa memahami seluruh ajaran agama
karena mereka tidak akan mampu mene-
rimanya. Selagi tidak mampu, mereka tidak
dibebani kewajiban di luar kemampuan me-
reka. Jika demikian, seorang ulama dan pe-
mimpin tidak memiliki hak dan wewenang
untuk membebani mereka dengan kewajib-
an yang melebihi kemampuan mereka.

Sebaliknya, mereka harus dibebaskan
dari kewajiban mematuhi perintah dan
menjauhi larangan dalam perkara-perkara
yang belum mampu dimengerti dan dilak-
sanakan oleh mereka. Kewajiban tersebut
ditunda hingga mereka benar benar mam-
pu. Sebagaimana Rasulullah saw. menunda
mewajibkan—pada umat manusia—hal-hal
yang sekiranya perlu ditangguhkan hingga
tibawaktuyangtepat untuk mewajibkannya.
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Hal ini bukan berarti membolehkan
perkara-perkara haram atau mengajak orang
untuk melanggar perintah. Karena ketika
membebankan kewajiban pada seseorang—
untuk mematuhi perintah dan menjauhi
larangan—harus memperhatikan kadar ke-
mampuannya; apakah dia mampu mema-
haminya dan mampu melaksanakannya.
Oleh karena itu, kemampuan menjadi syarat
utama. Jika syarat tersebut telah terpenuhi,
berlakulah kewajiban terhadapnya. Semo-
ga semua orang merenungi kembali ka-
idah dasar ini secara mendalam, demi me-
wujudkan sesuatu yang lebih bermanfaat

bagi umat Islam.

Kiranya sudah jelas dan terang bahwa di
waktu tertentu sebuah hukum bisa gugur.
Sesuatu yang pada mulanya diwajibkan atau
diharamkan, karena alasan tertentu, unsur
kewajiban dan keharamannya bisa gugur.
Semisal karena ketidakmampuan seseorang
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mengetahui hukum tersebut, atau pesan-
pesan agama terkait mematuhi perintah dan
menjauhi larangan tidak sampai kepadanya,
atau karena ketidakmampuan seseorang
untuk melaksanakannya. Ketidakmampuan
menjadi faktor utama gugurnya kewajiban
mematuhi perintah dan menjauhi larangan,
walaupun hukum asalnya adalah wajib.

Walldhu a’lam.*

Terakhir, inilah ikhtiar penulis dalam
upaya menjelaskan fikih darurat secara ob-
jektif, mengurai rambu-rambu dan aturan
penerapannya secara rinci. Dalam proses
ini, penulis senantiasa memohon petunjuk
kepada Allah swt. Penulis juga berharap
ikhtiar ini bisa melengkapi karya-karya
sebelumnya yang bertema yang. Semoga
ikhtiar ini bermanfaat bagi umat Islam,
khususnya mereka yang mencintai ilmu.
Semoga Allah swt. senantiasa menganu-

88 Lihat Majmd’ al-Fatéwd, jilid 20, him. 48-61.
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gerahi penulis dengan keteguhan iman,
menuntunnya pada jalan kebenaran, men-
jadikannya orang yang selalu berkata dan
berbuat baik, dan menyambut jerih payah
ini dengan penerimaan yang baik. Sebagai
wujud syukur, penulis ucapkan, “Segala puji
bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta.”
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Kemampuan adalah syarat utama.

Jika syarat tersebut telah terpenuhi,
berlakulah kewajiban terhadapnya.
Semoga semua orang merenungi

kembali kaidah dasar ini secara
mendalam, demi mewujudkan sesuatu
yang lebih bermanfaat bagi umat
Islam.

)
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I'lam al-Mu'awwigin, Ibnu al Qayyim, ditahkik
oleh Thaha Abdur Rauf Sa’ad, Dar al-Jil, Beirut.
Al-llmam Bi Ushtl al-Ahkém, Muhammad Fauzi
Faidhullah.

Al-Umm, asy-Syafii.

BuhUts Fi Figh al-Mu'édmaldt al-Miliyah al-
Mudshirah, Ali Muhyiddin Qurahdaghi.
At-Ta'rifdat, aj-Jurjani.

199



12,
13.

14.

15.

16.

i

18.

15,

74 Bl

ik
22,

F g

24,

Fikih Darurat

Al-Jdmi’ Li Ahkéam al-Qur " dn, al-Qurthubi.
Al-Hukm at-Taklifi Fi asy-Syariah al-Isldmiyah,
Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni, Dar al-
Qalam, Damaskus.

Hilyah al-Auliyd ", Abu Nu'aim.

Dirasat Fi al-lIkhtilaf al-Tlmiyah, Muhammad
Abul Fatah al-Bayanuni, cetakan keempat, Dar
as-Salam, Kairo.

Radd al-Muhtar Ala ad-Durr al-Mukhtdr, 1bnu
Abidin.

Su’ al Wa Jawiab Haula Figh al-Wéqi', Muhammad
Nashiruddin al-Albani.

Syarh al-Qawid'id al-Fighiyah, Ahmad az-Zarqa.
Shahih al- Bukhdri, Imam al Bulchari.

Dhawdabith al-Mashlahah Fi asy-Syariah al-Isla-
miyah, Muhammad Sa'id Ramadhan Butvhi.
Fath al-Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani.

Figh adh-Dartivah Wa Tathbigatuhti al Mu'dashirah,
Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman.

Fawadtih ar-Rahamiit karangan al-Anshari,
syarh dari kitab Musallam ats-Tsubit karangan
[bnu Abdus Syukur, dicetak bersama kitab al-
Mustashfd.

Fi Figh al-Aulawiyydt, Yusuf al-Qardhawi.

200



23.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

3.2.

33,

34.

3.

36.

37.

DR. Muhammad Abul Fatah al-Bavanuni

Fi Figh al-Waéqi', Abdus Salam al-Basyuni.
Al-Qédmiis al-Muhith, al-Fairuzabadi.

Qadhdya Muidshirah, Muhammad Sa'id Rama-
dhan Buthi.

Qawd'id al-Ahkdm Fi Mashalih al-Andm, 1zzud-
din bin Abdus Salam.

Qawd'id al-Wasdil Fi asy-Syariah al-Islamiyah,
Musthafa Makhdum.

Lisdn al-Arab, Ibnu Manzhur.

Al-Mabsuth, as-Sarkhasi.

Majallah al-Ahkdm al-Adliyah, yang diterbitkan
oleh Lembaga Ulama Dinasti Turki Utsmani.
Majallah al-lgtishad al-Isldmi, diterbitkan oleh
Bank Islam Dubai.

Majallah al-Manar al-Jadid, Dar al-Manar al-
Jadid, Kairo.

Majmu’ al-Fatawd, Ibnu Taimiyah.

Majmi’ al-Fatdwa asy-Syar'iyah, diterbitkan oleh
Lembaga Fatwa dan Riset Syariah Kementerian
Wakaf dan Urusan Agama, Kuwait.

Mahasin Magdshid al-Islém, Muhammad Abul
Fatah al-Bayanuni, riset yang diterbitkan di
Majallah Asy-Syariah Wa ad-Dirdsat al-Islamiyah,

tahun kelima belas, edisi 43.
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Al-Mustadrak, karangan al-Hakim, beserta Tal-
khish al-Mustadrak karangan adz-Dzahabi.

. Al-Mustashfa, al-Ghazali.
40,
41,
42,
43.

Musnad asy-Syihab, al-Qadha’i.

Al-Mishbédh al-Munir, al-Fayumi.
Mushannaf Ibni Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah.
Mushannaf Abdur Razzaq, Abdur Razzaq ash-
Shan'ai.

Ma'a an-Nas Masydrat Wa Fatdwd, Muhammad
Sa'id Ramadhan Buthi.

Al-Mu'jam al-Wasith, Dewan Bahasa Arab, Kairo.
Al-Mughni, Ibnu Qadamabh.

Mandgib ‘Umar Radhiyallihu ‘Anhu, Ibnu al-
Jauzi.

Al-Muwafaqat, asy-Syathibi.

Maustiah ‘Umar bin al-Khaththdb Radhiyalldhu
Anhu, Muhammad Rawas Qal’ahji.

Al-Mausitah al-Fighiyah, diterbitkan oleh Ke
menterian Agama dan Urusan Agama, Kuwait.
An-Nihéayah Fi Gharib al-Hadits, Ibnu al-Atsir.
Wahdah al-Amal al-Isldmi Fi Muwdjahah Alshir
al-‘Aulamah, Shalah ash-Shawi.
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